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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

- Belajar ilmu untuk semua orang dan belajar ilmu tidak ada akan batas usia, 

tidak ada kata terlambat dari lahir sampai dengan meninggal dunia. 

- Hidup ini sebentar digambarkan hidup sekedar mampir ngombe, maka 

gunakan sempatmu sebelum sempitmu, gunakan mudamu sebelum datang 

tuamu, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu dan gunakan kayamu 

sebelum miskinmu, serta gunakan hidupmu sebaik-baiknya sebelum ajal 

menjemput. Amin. 

- Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 

Ketiganya sebagai satu kesatuan yang utuh seorang pemimpin (prinsip 

kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantoro), artinya memberi keteladanan 

perilaku menumbuhkan sernangat serta mernberi kesempatan pada exstafeta 

kepemimpinan yang berkelanjutan. 



PERSEMBAHAN 

Buat istriku, Sri Sumiyati, keponakanku Sigit dan Kadarochman. raihlah cita- 

cita dengan doa kerja keras, tekun, sabar, tawakal dan mohon pertolongan 

kepada Allah Swt. 

"Allah dan para malaikat mernberi rahmat kepada Nabi, orang-orang beriman, 

berikanlah solawat dan salam kepadanya" (Qur'an, 33:56) 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Terjemahan A1 Qur'an Surat 

An Nisa 58) 



ABSTRAK 

Gerakan reformasi 1998 melahirkan Amandemen UUD 1945 sudah 
empat kali dan diantara hasil amandemen UUD 1945 itu adalah melahirkan 
anggaran APBN untuk pendidikan minimal 20%. Betapa pentingnya pendidikan 
bagi kemajuan suatu bangsa, maka sudah selayaknyalah anggaran pendidikan 
besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi mencapai cita-cita sesuai 
dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, Negara bertujuan untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut 
menciptakan perdamaian abadi dunia dan mencapai masyarakat beriman, cerdas 
dan terampil menuju kemakmuran bersama di bawah ridho Allah. Sumber daya 
manusia (SDM sebagai kunci kemajuan suatu bangsa karena telah terbukti 64 
tahun merdeka, sumber daya alarn Indonesia melimpah tetapi belum juga makmur 
dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran. Dalam penelitian ini dengan 
judul "Kebijakan dan Pengaturan Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan 
Menengah Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta", dengan 
permasalahan bagaimana kebijakan mengenai pendidikan dan bagaimana 
pengaturannya, sehingga dapat diharapkan diketahui mekanismenya dan kendala- 
kendala dari kebijakan serta pengaturannya dalam pendidikan dasar dan 
menengah di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian diberikan solusi pemecahannya. 
Pendekatan penelitian kebijakan harus lebih fleksibel untuk bisa merangkai 
persoalan-persoalan yang ada sehingga pendekatan dengan pendekatan sosiologi 
hukum agar lebih cermat, bisa mengetahui kondisi riil kchidupan dalam 
masyarakatnya. 

Kerangka teori yang digunakan adalah kerangka teori hak asasi manusia. 
Teori ini akan memberi dasar bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi 
manusia generasi kedua dari HAM dan dalam hak asasi manusia hak ini ada 
karena manusia itu sendiri, sebagai hak dasar, hak yang telah ada karena 
keberadaan manusia itu sendiri, hak kodrat hak alamiah. Sehingga hak pendidikan 
sebagai hak asasi manusia harus dipenuhi oleh negara khususnya untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Maka negara membuat UU Sistem Pendidikan 
Nasional UU IVo. 20 Tahun 2003, Anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun 
diupayakan hams sekolah dari SD sld. SNIP, diupayakan untuk bisa gratis dengan 
dana BOS pusat dan dana BOS daerah dan masyarakat dan pengusaha. Maka 
upaya kebijakan dan pengaturan perlu terus disempurnakan demi kesuksesan dan 
kelancaran program pendidikan nasional sebagai kunci kemajuan bangsa dan terus 
dievaluasi dan dimonitoring, perlu selalu diawasi bersama. 



KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Pertama dan utama sekali penulis panjatkan rasa syukur alhamdulillah 

kehadirat Allah Swt atas segala rakhmat, nikmat dan ludayah-Nya yang tidak 

terhingga dan senantiasa dilimpahkan kepada penulis, termasuk juga dalam 

penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam 

rangka menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Dalam menempuh studi di Program Pasca sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia ini, penulis sempat merasakan dan membayangkan 

tidak akan selesai. Hal ini mengingat beratnya beban yang penulis hadapi baik 

dari segi substansi materi, keluarga dan finansial terutama setelah terjadinya 

reorganisasi birokrasi di pemerintahan daerah Kabupaten Gunungludul, sehingga 

ada perasaan untuk tidak melanjutkan studi ini. Akan tetapi, atas bantuan berbagai 

pihak baik moril maupun materiil disertai dengan kerja keras, tekun, tabah dan 

sabar diiringi dengan berdo'a dan tawakal kepada Allah SWT, akhirnya studi ini 

dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis sangat menyadari dengan 

selesainya studi ini semata-mata adalah rahmat dan karunia dari Allah SWT yang 

selalu seharusnya pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah penulis 

menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya 

kepada yang terhormat sebagai berikut: 

- 

-- --- 
Pertama, ucapan tenma kasih penulis kami haturkan kepada Bupati 

Gunungkidul (Bapak Suharto, SH) melalui Bapak Asisten Bidang Administrasi 



dan Keuangan yang telah mengijinkan penulis untuk mengikuti studi di Program 

Pasca Sarjana Fakultas Hukurn Universitas Islam indonesia Yogyakarta; 

Kedua, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bpk. Dr. 

Saifudin, SH, MHum selaku pembimbing I yang ditengah kesibukan beliau 

sebagai Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta dan Ketua Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 

selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini, sehingga dapat 

dipergunakan di masyarakat; 

Ketiga, ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Ibu 

Sri Hastuti Puspitasari, SH, MHum selaku Pembimbing I1 yang ditengah-tengah 

kesibukan beliau sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, secara tulus masih dapat meluangkan waktu untuk 

melakukan pengarahan, bimbingan, berdikusi dan dorongannya kepada penulis 

untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama berkaitan dengan 

sistematika dan keruntutan alur pikir penulisan tesis ini. 

Keempat, ungkapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada 

Rektor Universitas Islam Indonesia, cq. Dekan Fakultas Hukum dan Ketua 

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah 

memperkenankan penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini, sudah barang tentu 

penulis banyak memerluakan bantuan pelayanan baik pengumsan akademik dan 

adrninistrasi terutama keringanan dalam pembayaran biaya kuliah yang jadi cukup 

- 
merepotkan. Atas semua ini, semoga Allah SWT membalas jasa baik beliau dan 

- ---- - . -. 

menempatkan sebagai amal sholeh di sisi-Nya. 

. . . 
Vl l l  



Kelima, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan kelonggaran 

waktu kepada penulis, yang mana disela-sela sebagai karyawan di Instansi yang 

Bapak pimpin diberi kesempatan untuk mengikuti proses studi di Program Pasca 

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan tak kalah pentingnya 

adalah penggunaan fasilitas kantor terutama internet, komputer/notebook beserta 

printernya, sehingga tugas-tugas dari perkuliahan dapat terselesaikan dengan baik. 

Keenam, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh 

pengurus Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, karena memperkenankan penulis meminjam buku melebhi dai kuota 

batas maksimal peminjaman buku. 

Ketujuh, ucapan terima kasih tidak ketinggalan pula penulis sampaikan 

kepada Dinas Pendidikan dan Olah Raga, yang telah menerima penulis untuk 

melakukan penelitian, mencari bahan tesis dan melakukan wawancara sehingga 

penelitian dpat terselesaikan dengan baik. 

Kedelapan, ungkapan terima kasih ini tidak lupa penulis sampaikan 

kepada teman-teman angkatan tahun 2007 di Program Pasca Sarjana Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, sebagai tempat berbagai suka dan duka 

selama studi. 

Kesembilan, ungkapan terima kasih ini tidak lupa penulis sampaikan 

kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

- - - -  -- 

membantu dan menyertai dalam penulisan tesis ini sehingga penulis mampu tetap 

bertahan dan menyelesaikan penulisan tesis ini. 



Pada gilirannya, ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya hams 

penulis sampaikan kepada orang tua Almarhum Bpk. Surodiatmo dan Ibu Sukini 

yang berdua membesarkan 10 (sepuluh) orang anak senjak kecil sampai dewasa. 

Semoga Allah SWT -mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya, menerima 

amal ibadahnya dan mengasihinya sebagaimana beliau telah mengasihi penulis 

pada waktu kecil. 

Akhimya, ungkapan terima kasih yang tulus dan dalam hams pula 

penulis sampaikan kepada istri penulis Sri Surniati, SH yang menemani dari 

kuliah bersama-sama di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, yang telah ikut merasakan suka dan duka selama studi secar 

bersama-sama. Banyak waktu yang tersita dan perhatian kasih sayang yang 

di tengah-tengah keluarga yang telah kita korbankan bersama demi untuk 

suksesnya studi bersama di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia. Atas semua ini, semoga Allah SWT membalas jasa baiknya dan 

menempatkannya sebagai amal baik di sisi-Nya, Arnin. 

Terakhir kali, selama studi khususnya ketika penulisan tesis, penulis 

menyadari telah banyak berbuat salah dan khilaf kepada semua pihak baik sengaja 

maupun tidak kami sengaja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini 

penulis mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga karya kecil ini ada 

manfaatnya, amiin. 

Alhamdulillahi rabbil'alamin 

- 
Yogyakarta, Januari 201 1 

Dasa Rachani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, dalam 

persaingan yang global pendidikan dari segi sejarahnya bahwa pendidikan 

dimulai dari sejak lahir sampai meninggal. Pendidikan selama hidup dan 

bentuk yang pertama adalah pendidikan otodidak dari nabi Adam dan ibu 

Hawa sehingga faktor alam akan banyak mendidik yaitu dari tumbuh- 

tumbuhan dan binatang, dari bintang, bulan dan matahari. 

Faktor alam sangat berperdlingkungan alam pada awal-awalnya dan 

terus berkembang. Pendidikan pada zaman penjajahan Belanda yang bisa 

mengenyam pendidikan hanya para ningrat dan bupati-bupati yang diperlukan 

oleh penjajah pada waktu itu. Dan dalam perkembangan pendidikan dunia 

menuntut para penjajah memberi kekesempatan pendidikan pada golongan- 

golongan menengah lurah carik dengan cukup lulus kelas ongko lor0 hanya 

bisa membaca dan menulis saja yang penting pada waktu itu (SR). 

Dengan adanya perang dunia dan sebelumnya sudah ada 

perkembangan pendidikan sehingga muncullah politik etika dan balas budi 

dari pemerintah Belanda terhadap jajahan di Indonesia dipimpin oleh tiga 

serangkai Dawes Dekker, Rajiman Widyadiningrat, Ki Hadjar Dewantara 

Siswa dengan sistem pamong atau sejenis pesantren dan di Belanda 



pendidikan berkembang dan tuntutan inilah yang menimbulkan politik balas 

budi dengan mendirikan sekolah-sekolah di negara-negara jajahan. Tapi 

hanya difokuskan pada SR (Sekolah Rakyat) yang tujuannya digunakan untuk 

tenaga pengusaha Belanda di Indonesia yang perlu tenaga administrasi ringan 

dan tenaga kasar sebagai tuntutan dari para tokoh pengusaha Belanda agar 

berjalan lebih baik dalam perdagangan global dengan tenaga terdidik rendah 

yang mudah didapat dan murah karena kalau ditangani Belanda dipandang 

rugi dan tidak efisien. 

Dengan adanya pergerakan-pergerakan Nasional Budi Utomo tanggal 

20 Mei (1 908) sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan tanggal 2 Mei sebagai 

Hari Pendidikan Nasional maka politik lewat organisasi-organisasi politik 

seperti BU, NU, Muhammadiyah yang berjuang di bidang pendidikan 

pesantren untuk NU dan rata-rata di desa-desa dan Muhammadiyah lewat 

pendidikan formal di kota-kota pada awalnya. Maka setelah proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dalam UUD 1945 dalam pembukaan 

UUD itu pada alinea ke IV negara bertujuan melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan tanah air serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 

mewujudkan perdamaian yang abadi. 

Untuk mewujudkan perdamaian dunia maka pendidikan menjadi 

prasyarat mutlak bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Maka perlu diingat dari 

wahyu surat pertama turun dari Nabi Muhammad SAW adalah surat A1 Alaq 



sendiri pada waktu itu tidak bisa membaca. Jadi kunci pertama kemajuan 

maka buku adalah jendela dunia. 

Melalui pendidikan diiharapkan akan membawa rahrnat bagi semua 

orang dan seluruh alam, jangan sampai pendidikan justru bertolak belakang 

dari tujuan yaitu menimbulkan penjajahan, memakan yang bodoh dan jangan 

sampai manusia seperti srigala memakan satu dengan yang lainnya. Betapa 

sangat pentingnya pendidikan itu bagi manusia maka tidaklah salah dan sudah 

seharusnya dan sepantasnya mementingkan pendidikan suatu bangsanya. 

Menyadari akan pentingnya pendidikan ini maka negara Indonesia pasca 

reformasi 1998 mengalokasikan dana paling sedikit 20% dari APBN untuk 

pendidikan. Karena pendidikan itu kunci kemajuan bangsa dan pendidikan 

dari sejak lahir sampai mati. Ada pendidikan di keluarga, di sekolah dan di 

masyarakat juga bentuknya ada pendidikan formal dan non formal (informal). 

Sehingga ada pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TPA, TK 

0 Kecil dan 0 Besar, SD, SMP, SMK, SMA, PT : Dl,  D2, D3, D4, S1, S2, 

S3, kursus-kurus dan SLB, diklat-diklat serta otodidak yang harus juga diberi 

sarana dan prasarananya. 

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun harus disukseskan dan 

ditingkatkan ke arah wajib belajar 12 tahun yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun 

dan SMA 3 tahun. Maka anggaran pendidikan 20% hams terus ditingkatkan 

dan dibantu oleh APBD dan masyarakat juga hams membantu akan program 
- - --- --- 

- . - an bagsa  demi kemakrnuran 

dengan diridhoi oleh Allah. Amin. 



Dengan adanya BOS dari pusat didukung dengan BOS Daerah 

Kabupaten dan BOS daerah provinsi dan juga BOS masyarakat atau 

penguasaha, dan jangan sampai ada anak usia 7 tahun tidak sekolah apapun 

alasannya. Sebagai contoh negara yang dabat melaksanakan pendidikan 

dengan baik adalah Jerman dan Jepang. Mereka berusaha untuk membiayai 

bidang pendidikan dan berusaha agar bisa gratis. Dan di masa Restorasi Meji 

Jepang oleh Sogon Tokogawa pembangunan Jepang dimulai dari sektor 

pendidikan dengan cara membiayai orang yang potensial dan mengirim 

keluar negeri baik ke Eropa dan ke Amerika dan hasilnya sangat 

menakjubkan. Tidak lama Jepang pun maju dengan tetap mempertahankan 

budayanya. Dan Jepang sangat memperhatikan kualitas dan kesejahteraan 

guru dan fasilitas pendidikan.l 

Perlu diketahui terpuruknya Indonesia juga dari pendidikan. Dulu 

orang-orang Malaysia belajar ke Indonesia sekarang justru belajar ke 

Malaysia dan ini sebagai evaluasi diri agar instropeksi diri akan terjadinya 

knsis moral, knsis kepercayaan dan krisis global dunia. 

Dengan adanya amandemen UUD 1945 pertama s/d keempat, maka 

mengenai pendidikan semakin mendapat tempat dengan anggaran minimal 

20% dari APBN dan adanya otonomi daerah yang diharapkan memperpendek 

pelayanan masyarakat dan adanya pembagian keuangan antara pusat dan 

daerah akan memberi rasa keadilan masyarakat dalam bingkai Negara 

- -  - 

pp.-pp Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan adanya Undang-Undang 

' Buku Padua BOS Dirjen Dikdasmen, 2006, Jakarta, hal. 101 



Pendidikan akan bisa mengawal dan adanya payung hukum untuk terus 

menyukseskan program-program pendidikan baik jangka pendek maupun 

jangka menengah dan jangka panjang sehingga tenvujud masyarakat yang 

cerdas dan beriman yang sehat lahir dan batin di bawah ridho Allah. Dan 

kesejahteraan bersama sebagai wujud cita-cita masyarakat adil makmur, 

baldatun toyibatun wal rabun gafur, toto-titi tentrem kerto raharja di bawah 

negara NKRI yang bisa membawa perdamaian dunia yang abadi. Arnin. 

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-1009 

meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas 

melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan 

pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama 

ini kurang dapat terjangkau layanan pendidikan. 

Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan 

daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat 

upaya penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun karena penduduk 

miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh 

sebab itu program PKPS-BBM (Program Kebutuhan Pemenuhan Subsidi 

Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan perlu dilanjutkan. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-1 5 tahun 

- 
wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang 

- 

tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh 



peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SDINII dan SMPIMTs serta 

satuan pendidikan yang sederajat). 

Dengan adanya pendurangan subsidi bahan bakar minyak dan 

sehubungan penuntasan Waji b Belaj ar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, 

Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (B 0 s )  

bagi SD/MIlSDLB/SMP/MTs/SMPLB negerilswasta dan Pesantren Salafiyah 

serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, yang selanjutkan disebut 

sekolah. 

Surnber dana PKPS-BBM berasal dari AF'BN, oleh karena itu 

ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, 

pengelolaan, penggunaan, dan pertanggung-jawabannya hams sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalarn pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan 

teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya. 

Anggaran pendidikan jangan hanya menjadi komoditas politik. 

Selama ini, terkesan, anggaran pendidikan 20 persen dari AF'BN menjadi 

retrorika politik guna meningkatkan citra dan alat posisi tawar antarelit-elit 

politik ketimbang direalisasikan dengan tujuan membangun pendidikan 

be rm~tu .~  

Pengelolaan PKPS-BBM bidang pendidikan melibatkan berbagai 

. . 
- l m ~ m t t f - ~ ~  FTim Pusat, Tim P r m  

Kompas, Jakarta, tanggal 16 Agustus 2008, hal. 10 



Sekolah/Madrasah/Salafiah, Lembaga Keuangan, dan instansi terkait lainnya. 

Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari 

timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya. Agar program PKPS BBM dapat 

berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 

(m~nev) .~  

Pendidikan diberikan kepada semua baik yang cacat atau 

berkemampuan khusus maupun yang normal dari lahir sampai dengan 

meninggal (long live and education). Bagi anak-anak yang berkebutuhan 

khusus ada sekolah luar biasa bagi anak-an& ada sekolah PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini) serta bagi orang-orang yang telah menikah maupun putus 

sekolah bisa masuk jenjang pendidikan kejar paket A, paket B, paket C, atau 

SMP terbuka bahkan ada universitas terbuka agar semua warga mendapatkan 

kesempatan untuk belajar walaupun di pelosok tanah air sebagai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diketahui sekolah swasta jauh lebih 

banyak daripada sekolah negeri sehingga perlu pemerintah membantu dunia 

swasta dan sekolah swasta juga sebagai aset bangsa yang hams dihargai. 

Bagi an&-anak yang mempuanyai kepandaian super pandai dapat 

menempuh jalur pendidikan akselerasi (percepatan): di SD bam kelas lima 

boleh ikut menempuh ujian kelas enam tanpa menempuh di kelas enam juga 

di SMP, bahkan di SMA bam kelas dua dapat langsung ikut ujian kelas tiga. 

B h  Panduan BOS, Pengelolaan Keuangan dan Monitoring Depdiknas, Depag Tahun 2006, 
Dirjen di Kdasmen, Jakarta, hlm. 3 
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Tentu semua program di atas tidak boleh menutup mata bahwa masih 

banyak warga negara Indonesia yang tidak tamaflulus SMUISMK dan 

kebanyakan baru lulus SMP ataupun SD. 

Dalam pemilihan judul tesis, penulis mempertimbangkan bahwa 

dengan perubahan UUD 1945 dan semangat reformasi masalah pendidikan 

mendapatkan alokasi dana yang terbesar dari yang lain serta masalah 

pendidikan dasar dan menengah merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi 

oleh negara dan diharapkan bisa dilaksanakan secara gratis dan bagi rakyat 

miskin dan anak-anak berkemampuan khusus dapat mengakses pendidikan 

dasar dan menengah. Masalah pendidikan merupakan gerbang menuju bebas 

buta bahasa, buta angka, dan buta aksara sehingga sebagai proses untuk bisa 

berkomunikasi dengan dunia luar yang lebih luas. Pendidikan juga 

merupakan salah satu hak asasi manusia generasi kedua bersama dengan hak 

sosial dan hak ekonomi serta budaya. Sehingga yang sangat penting untuk 

dipenuhi oleh negara. Dengan menititikberatkan kepada kebijakan dan 

pengaturan pemenuhan pendidikan dasar dan menengah agar bisa diakses 

oleh kebanyakan masyarakat miskin di Gunungkidul utamanya dengan 

harapan masyarakat bisa menyekolahkan paling tidak lulus Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini akan bisa melepaskan lingkaran 

kemiskinan yang selama ini mengharnpiri masyarakat Gunungkidul. Sehingga 

diharapkan anak-anak bisa mendapatkan pekerjaan yang siap pakai dan untuk 

- h p -  
-- 

" -nan pendidikan 

sekolah SMU dengan SMK di Kabupaten Gunungkidul diharapkan 



perbandingannya 70% untuk SMK dan 30% untuk SMU. Walaupun 

pendidikan SMK membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada SMU, 

ini harus dijalankan karena kalau tidak akan banyak lulusan SMU yang akan 

sulit mencari pekerjaan dan bila menganggur tidak bisa wiraswasta. 

Diharapkan dengan terpenuhinya pendidikan dasar dan menengah 

dapat sebagai jembatan emas untuk bisa memecahkan masalah-masalah lain, 

karena dengan ilmu diharapkan masalah menjadi lebih mudah diselesaikan 

dengan pendidikan yang lebih disiplin, lebih transparan, lebih akuntabel, 

sehingga anggaran yang besar jangan sarnpai habis pelaksanaannya di 

korupsi, karena sertifikasi guru saja didapati ada yang palsu apalagi dana- 

dana pendidikan yang besar. 

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah kering dengan luas 

wilayah 46% dari luas wilayah Provinsi DIY. Kabupaten Gunungludul 

merupakan kabupaten termiskin dan tertinggi KDART nya, angka 

perceraiannya, serta angka bunuh dirinya. Penulis sendiri tinggal di 

Kabupaten Gunungkidul sudah 19 tahun lamanya dan bekerja di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diharapkan dengan penelitian mengenai 

kebijakan dan pengaturan pendidikan dasar dan menengah menjadi strategis, 

diharapkan dapat sebagai sumbangsih pemecahan masalah kemiskinan dan 

kebodohan, keterbelakangan yang masih menghantui Kabupaten 

Gunungkidul ini yang didapati kesenjangan antara orang kaya dan miskin 
- - -- ---- 

kar- yanz 
---- 

pp - - R masih te jadi. 



B. RUMUSAN MASALAH 

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan 

pennasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungludul dalam 

pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah tahun 2004-2009? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah 

di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004-2009? 

3. Apakah faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan dasar dan 

menengah di Kabupaten Gunungkidul? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Berpegang pada perurnusan masalah yang telah dikeluarkan maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalarn 

pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah tahun 2004-2009 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dasar dan 

menengah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004-2009. 

3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam 

pemenuhan pendidikan dasar dan menengah di Kabupeten Gunungkidul 

selarna tahun 200812009. 



Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum 

kususnya di bidang hukum tata negara. 

2. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang apakah 

pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah sebagai hak asasi 

manusia telah dilaksanakan secara baik dan benar. 

3. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah telah tercermin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Gunungkidul. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah hak - hak yang dimiliki manusia semata - 

mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan 

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan 

semata - mata berdasarkan martabatnya sebagai man~s ia .~  Dalam arti ini, 

maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda - beda, ia tetap 

mempunyai hak - hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak - hak tersebut. 

Selain bersifat universal, hak - hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 

Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami oleh seseorang atau 

- . . ' Jack Donnely, Universal Human Rights zn 7heory and Practice, Coinel -- 

and London, 2003,hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human ~zghts  / lapiinger, Kew 
York,1973,hlm. 70. Dipetik dari buku HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs Abston Hlm.11 



betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi 

manusia dan karena itu tetap memiliki hak - hak tersebut. Dengan kata lain, 

hak - hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. 

Asal - usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di 

atas bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati 

mengenai hak bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang 

terakhir ini dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman 

kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zarnan modern melalui tulisan - 

tulisan hukum kodrati Santo Thomas ~ ~ u i n u s . '  Hugo de Grot - seorang ahli 

hukurn Belanda yang dinobatkan sebagai "bapak hukum internasional", atau 

dengan nama latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum 

kodrati Aqunius dengan memutuskan asal-usulnya yang teistik dan 

membuatnya menjadi produk pemiluran sekuler yang rasional. Dengan 

landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang 

kaurn terpelajar pasca-Renaisans, John Locke mengenai hak -hak kodrati . 

Gagasan Locke mengenai hak -hak kodrati inilah yang melandasi munculnya 

revolusi hak dalarn revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan 

Perancis pada abad ke - 17 dan ke - 18. 

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "The Second Treatise of 

Civil Government and a Letter Concerning Toleration " Locke mengajukan 

sebuah postulasi pernikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak 

---- 

' Dalam teori hukum kodratinya, 'l'homas Aquinas berpijak pada pandangan thomisri~ yang 
mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui 
melalui penggunaan nalar manusia. ibid hlm. 12 



yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik 

mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh ~ e ~ a r a . ~  Melalui 

suatu 'kontrak sosial' (social contract), perlindungan atas hak yang tidak 

dapat dicabut ini diserahkan kepada Negara. Tetapi, menurut Locke, apabila 

penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak - 

hak kodrati individu, maka rakyat, maka rakyat dinegara itu bebas 

menurunkan sang penguasa dan menggantikanya dengan suatu pemerintahan 

yang bersedia menghormati hak - hak tersebut. Melalui toeri hak - hak 

kodrati ini, maka eksistensi hak - hak individu yang pra - positif mendapat 

pengakuan h a t .  

Gagasan asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati 

itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmud Burke, orang Irlandia 

yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang 

teori hak - hak kodrati. Burke menuduh para penyusun "Declaration of the 

Rights of Man and of the Citizen" mempropagandakan "rekaan yang 

menakutkan mengenai persamaan manusia". Deklarasi yang dihasilkan dari 

Revolusi Perancis itu baginya merupakan "ide - ide yang tidak benar dan 

harapan - harapan yang sia - sia pada manusia yang sudah ditakdirkan 

menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah."7 Tetapi penentang 

teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Betham, seorang filsuf 

John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, 
disuntingoleh J.W Gough, Blackwell, Oxford, 1964. . Dipetik dari buku Pusat Studi Hak Asasi 

- -  
Manusia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs Abston.Hlm.12 
-~dmund Burke, Kejlectzon on the Revoiuf2irirFrimce - 3 

- --- -. -- , L .  rk-, 
1968. Dipetik dari buku Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas i d a ~ c  
2008. Oleh Piliphs Abston.Hlm. 12 



utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori 

tersebut adalah bahwa teori hak - hak kodrati itu tidak bias dikonfirmasikan 

dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana munglun mengetahui dari mana 

asal hak - hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa saja isinya ? 

Betham dengan sinis menertawakan teori hak - hak kodrati itu dengan 

mengatakan : "Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata 

sifat), adalah anak kandung hukum : dari hukum riil lahir pula hak - hak riil; 

namun dari hukum imajiner; hukum kodrati -- yang dikhayal dan direka para 

penyair, ahli - ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan 

itelektual - - lahirlah hak - hak rekaan.. . Hak - hak kodrati adalah omong 

kosong yang berbahaya !"8 Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, 

Betham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak - hak kodrati. Ia 

menulis, "Bagi saya hak dan hukum merupakan ha1 yang sama, karena saya 

tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum : 

dari berbagai fungsi hukum lhr lah  beragam jenis hak. Hak kodrati adalah 

seorang anak yang pemah punya seseorang ayah."g Serangan dan penolakan 

kalangan utilitarian itu kernudian diperkuat oleh mazhab positivisme,'O yang 

dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum 

H.L.A Hart, Essays on Bentham, Oxford University Press, London, 1982. . Dipetik dari buku 
Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs 
Abston.Hlm. 13 

Bentham, Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation, dikutip dari Hart, Essays on 
Bentham, Oxford University Press, London, 1982. Dipetik dari buku Pusat Studi Hak Asasi 

- Manusia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs Abston.Hlm. 13 
Mazhab potisivisme adalah anak kandung d Z F ? & ~ ~ a ~ t - - -  

metode-metode empiris. Adalah David Hume yang pertama mengembangkannya. L i n a t b a k c  
A Treatise of Human Nature, Fontana Collins, London, 1970. Dipetik dari buku Pusat Studi Hak 
Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs Abston.Hlm. 13 



positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapt diturunkan 

dari hukum Negara. Satu - satunya hukum yang sahih adalah perintah dari 

yang berdaulat. ia tidak datang dari "alam" atau "moral". 

Namun demikian, kencaman dan penolakan dari kalangan utilitarian 

danpositivis tersebut tidak membuat teori hak - hak kodrati tidak kehilangan 

pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia 11. 

Gerakan untuk menghtdupkan kembali teori hak kodrati inilah yang 

mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung 

internasional. l2 Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa 

Holocauzt Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John 

Locke tentang hak - hak kodrati. "Setelah kebiadapan luar biasa terjadi 

menjelang maupun selama Perang Dunia 11, gerakan untuk menghtdupkan 

kembali hak kodrati menghasilkan dirancancangkan instrument internasional 

yang utama mengenai hak asasi manusia," tulis   avid son.'^ Hal ini 

dimungkinkan denga terbentuknya Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) 

pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak 

jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat international 

tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan 

karena itu "menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, 

1 I John Austin The Province of Jurisprudence Determined, W.Rumble (ed.), Cambridge University 
Press, Cambridge, 1995, first published, 1832. Dipetik dari buku Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008. Oleh Piliphs Abston.Hlm.13 

- . . 
I L  David Weissbrodt, T a k  - hak Asasi Manusia : l i n j a u n - p  - -- .- r- 
Davies, Hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Incion sia, j ' A=, 

hlm.13 
13 Scott Davidson, op. cit., hlm. 40. op cit hlm. 13 



terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki - 

laki dan perempuan, dan kesetaraan besar dan kecil." 

Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak 

asasi manusia sebagai "suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua 

rakyat dan semua bangsa" (" a command standard of achievement for all 

peoples and all nations"). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh 

masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional 

yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan 

"International Bill of Human Rights". 

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak - hak kodrati telah 

berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukurn yang 

dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu Negara, yaitu norma 

hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai 

norma internasional yang berlaku disetiap Negara membuatnya tidak 

sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak - hak kodrati. 

Subtansi hak - hak yang terkandung di dalarnnya juga telah jauh melampui 

subtansi hak - hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang 

diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia 

sekarang bukan hanya terbatas pada hak - hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Bahkan belakangan ini subtansinya bertambah dengan munculnya hak - hak 

"baru", yang tersebut "hak - hak solidaritas". Dalam konteks keseluruhan 



2. Hak - Hak yang Diatur Dalam UU NO. 39 1 Tahun 1999 

a. Hak atas Kesejahteraan 

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur - unsur yang 

terdapat dalam Konveksi Internasional tentang Hak Ekomoni, Sosial dan 

Budaya (KIHESB). Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam 

kelompok hak asasi manusia generasi kedua. Hak - hak generasi kedua ini 

sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu 

hak atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu 

untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. l 4  Hak - hak 

tersebut di antaranya meliputi hak milik, hak atas perkerjaan, hak 

mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas 

jaminan sosial dan hak atas perawatan. 

Hak - hak atas kesejahteraan ini sangat diperjuangkan dengan gigih 

oleh bangsa - bangsa sosialis, sehingga kental sekali keperhakan terhadap 

kaum buruh. Ini bukanlah ha1 yang buruk, karena dalam perkembangan 

dunia, masyarakat cenderung mengikuti pola industrialisasi dimana peran 

buruh sangatlah signifikan. Pada prakteknya seiring dengan kapitalisme 

yang terus berkembang, hak-hak kaum buruh diperlakukan dengan 

sewenang -wenang, sehingga wajar bilamana hak -hak atas kesejahteraan 

termasuk prioritas utama dalam perlindungan hak asasi manusia. 

l4  Kerel Vasak mengelompokkan perkembangan hak asasi manusia menurut slogan "Kebebasan, 
Persamaan dan Persaudaraan" dari Revolusi Perancis. "Kebebasan" atau hak - hak generasi 
pertama diwakili hak - hak sipil dan polittk, "Persamaan" atau hak - hak generasi kegita yaitu 

- ---- ppp 

terciptanya tatanan ekonomi, sosiai danbudaya, sedang-d&-ge~erasi--- 
ketiga yaitu terciptanya tatanan ekonom dan huicum penangguiangan b~ , 
perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup yang balk. Lihat Scott Davidson., op.cit.hlm.8. 
PUSHAM UII Tahun 2008, hlm 267. 



Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku 

untuk siapa pun, tidak terkecuali orang -orang yang berkebutuhan khusus. 

Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan 

ini. Anak - anak, dewasa, perempuan, laki - laki, orang berkebutuhan 

khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya 

perlakuan khusus bagi orang seperti lansia, anak - anak, penyandang 

cacat, ha1 ini tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka. l 5  

Hak kesejahteraan ini meliputi juga hak atas kepemilikian sesuatu, 

namun berdasarkan ideologi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa hak milik 

memiliki fungsi sosial. Artinya tidak bersifat mutlak, jika diperlukan untuk 

kepentingan umum maka kita harus mau menyerahkan demi kepentingan 

umum. Hal ini mengingat asas yang dianut bangsa Indonesia bahwa 

kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau 

golongan. 16 

d. Hak untuk Mengembangkan Diri 

Dalam undang - undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk 

mengembangkan diri tertuang dalam Pasal 11 - 16. Undang - Undang 

Dasar 1945 juga memberi jaminan perlindungan hak untuk 

mengembangkan diri dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28F. Di 

antaranya menegaskan perlindungan hak untuk tumbuh kembang, bidang 

l5 Pasal42 UU Nomor 39 Tahun 1999 : "Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacatfisik dun 
- - ----- cacat mental berh-tuan khkhusus atas 

hiaya Negara! untuk meniamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanuslaannya. 
Meningkatkan rasa percaya diri, dun kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dun bemegara". 0p.cit hlm. 267. 
l6 Butir Pancasila sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 



pendidikan, hak untuk mernperoleh dan menyebarkan informasi, tennasuk 

di dalamnya hak untuk berkomunikasi, dab hak untuk bersosialisasi. 

Undang - undang ini memberikan jaminan bagi setiap orang untuk 

memperjuangkan hak perkembangan dirinya baik secara prinadi maupun 

kolektif untuk membangun dirinya, masyarakat linkungannya serta bangsa 

dan Negara dengan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini termasuk 

dalam pemanfaatan informasi dan teknologi serta kesempatan dalarn 

melakukan pekerjaan sosial dan mendirikan organisasi untuk itu dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. 

Jaminan perlindungan atas hak atas pengembangan diri ini terlihat 

dari semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di 

bidang sosial, pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal 

maupun non formal, pengembangan dunia informasi dan teknologi. 

Seiring dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi. Seiring 

dengan perkembangan zaman, kesempatan yang diberikan kepada 

berbagai lapisab masyarakat untuk mengembangkan diri semakin terbuka. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan ini belum merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia dikarenakan berbagai factor sperti luasnnya 

wilayah Indonesia, kemiskinan, kualitas surnber daya manusia dan 

ketersediaan sarana dan prasarana. 



c. Kewajiban Negara dan Warga Negara 

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan 

kewajiban semua pihak, Negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia 

tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai 

kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak 

asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seorang akan 

menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati 

hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melaui undang - undang 

dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan 

Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, 

pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, 

menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di 

antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas 

berbagai instrument hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi 

manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamananan serta segi lain yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika 

politik ataupun dekorasi hukum. 

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia teruatama di bidang 

hukum harus didukung oleh para aparaturnya. Salah satu penunjang utama 

l7 Pasal70 dan 73 W Nomor 39 Tahun 1999. hlm. 271. 



sernua pihak sehingga upaya implementasi perlindungan hak asasi 

manusia dapat berjalan efektif. Udang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 

menunjuk Komnas HAM sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus 

pelanggaran berat hak asasi manusia, bersifat inedependen sebagai salah 

satu unsure penegak hukum dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. 

Lembaga independent ini diantaranya memiliki fungsi pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi 

Manusia. 

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak 

asasi manusia. Di antaranya baik secara individu atau kelompok melalui 

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 

akademisi misalnya untuk : 

a. memberikan laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, 

b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia, 

c. melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi 

tentang hak asasi manusia. 

Kesemua ha1 di atas hendaknya kemudian disampaikan ke Komnas 

HAM atau lembaga lain yang benvenang. 

3. Kabupaten Gunungkidul sebagai Daerah Otonom 

Otonomi merupakan solusi terbaik dari NKRI agar tetap utuh dan 
- 

otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota. Otonomi 



juga merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat seternpat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 

UU No. 32 Tahun 2004. Otonomi Kabupaten Gunungkidul disebut daerah 

otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang benvenang dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gunungludul adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurup asas otonom 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

dimaskud dalarn Undang-Undang Dasar 1945. Maka pemerintah daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sisten NKRI. 

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 

- -- 
antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragarnan daerah, peluang, tantangan persaingan giobai den- 



memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai 

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 

dalam sistem penyelenggraaan pemerintahan negara. Maka perencanaan 

pembangunan daerah menjadi kewenangan penuh daerah dengan sistem 

perencanaan dari bawah dan perencanaan dari kabupaten sehingga akan 

dihasilkan perencanaan yang tepat, cerrnat, efisien, efektif, berdaya guna 

dan berhasil guna. 

Dalam perencanaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupeten 

Gunungkidul dikoordinasikan melalui BAPEDA & SKPD yaitu Dinas 

Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupeten Gunungludul yang 

melewati rentra jaring dari sekolah-sekolah dan Komite Sekolah dan 

RAPBS dan RAPBD yang masih adanya APBN melalui dana alokasi 

umurn dan dana alokasi khusus di bidang pendidikan dari pusat. Sehingga 

pendanaan pendidikan diperoleh dari APBN 20% APBD * 20% dan SPP 

siswa (wali murid yang mampu untuk SMU, SMK). Dan untuk sekolah 

swasta masih diperbolehkan memungut SPP dengan suka rela tidak 

memberatkan bagi yang miskin gratis. 

Kewenangan dalam bidang pengangkatan PNS guru dan non guru 

untuk sekolah dasar dan menengah sudah diurus oleh SKPD, Badan 

Kepegawaian Daerah sehingga kelancaran mengenai kepegawaian lebih 

baik. Otonomi sekolah ada dalam penyusunan RAPBS (Rencana 

Anggaran Pendapatan Sekolah) dan otonomi penggunaan anggaran dari 
- 

- -- - 

BUS (Bantuan @erasionai Sck-- 



ekstern dari Inspektorat Daerah dan Komite Sekolah. Diharapkan dengan 

adanya otonomi ini dapat mengatur pemerataan kesempatan sekolah bagi 

anak berkebutuhan khusus dan an&-anak dari keluarga miskin. Maka 

untuk an&-anak cacat diharapkan sekolah-sekolah umum bisa membantu 

menerima bila memungkinkan demi mengurangi beban SLB-SLB yang 

jumlahnya masih amat terbatas. SLB (Sekolah Luar Biasa) di Gunungkidul 

yang negeri berjumlah 2 (dua), sementara yang swasta berjumlah A 8, 

sehingga sangat tidak memadai. Untuk itu ada kebijakan dalam 

memberikan bantuan-bantuan tambahan bagi sekolah-sekolah umum yang 

dapat menerima/mengampu sebagian anak yang berkemampuan khusus 

sebagai solusi darurat, sehingga anak-anak cacat bisa sekolah di sekolah 

terdekat dan dapat bantuan lebih dari an& normal di sekolah umum. 

Tanpa adanya trobosan kebijakan, sulit an&-anak cacat yang cukup 

banyak bisa bersekolah, sementara SLB terbatas dan jauh dari anak 

didiknya, sudah cacat, miskin, jauh, antar jemput lagi, yang ini semua 

merupakan masalah nil di lapangan. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mernpergunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus 

pada norma (Zaw in the book) dan penelitian ini memerlukan data 
-- - - 

, . 
sekunder (bahan hukum) sebagai ara mama. ?a ' -1 



dengan pendekatan sosiologis agar bisa melengkapi antara aturan hukum 

dengan kenyataan di masyarakat. 

2. Obyek Penelitan 

Kebijakan dan pengaturan pemenuhan hak pendidikan dasar dan 

menengah di Kabupaten Gunungkidul. 

3. Subyek Penelitian 

a. BupatiIStaf pemerintah daaah Kabupaten Gunungkidul. 

b. Kepala Dinas terkait. 

4. Surnber Data 

Dalam penelitian penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dari 

dan untuk data sekunder dalam bidang hukum merupakan hasil olahan 

dari peneliti sebelumnydtulisan orang atau pakar yang tidak terikat waktu 

dan tempat, yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum Primer, terdiri dari : 

1) Undang-undang Dasar 1945 

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah 

3) Berbagai Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan objek 

penelitian 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagi bahan kepustakaan (literatur) 

seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, 
- 



simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer dan surat kabar. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi : 

1) Kamus hukum 

2) Kamus Bahasa Indonesia 

Teknik Pengurnpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui studi 

kepustakaan, yaitu mengaji peraturan perundangan-undangan, buku-buku 

literatur, karya tulis dari ahli hukum dan sebagainya yang ada kaitannya 

dengan obyek penelitian dan penelitian lapangan dengan cara wawancara 

dengan subyek penelitian. Subyek penelitian untuk memperoleh data 

primer yaitu data dari sumber utama yang belum diolah dalam bentuk 

dokumen oleh orang lain. 

6. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, sosiologis, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan yang sedang berlaku di tengah masyarakat. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, artinya data 

-- yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolok ukur 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 



judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang 

diperoleh peneliti baik secara uraian dan penjumlahan kwantitatif. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini akan disusun sebagai 

berikut: 

Pertama-tama di dalarn Bab I dengan judul "Pendahuluan" akan 

dikemukakan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis memilih 

judul "Kebijakan dan Pengaturan Pemenuhan Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta periode 

2004-2009". Penyajian latar belakang masalah ini bermuara pada lahirnya 

permasalahan yang perlu dicarikan pemecahannya. Atas dasar pennasalahan 

tersebut, maka ditentukan tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka 

pemikiran teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisa dalam 

pemecahan masalah. Dalam Bab I ini disajikan pula metode penelitian yang 

digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memberikan 

gambaran utuh tentang keterkaitan satu bab dengan bab lainnya. Selanjutnya 

dalarn Bab 11 diberi judul "Hukum dan Hak Asasi Manusia", dalam bab ini 

akan menelaah negara hukum yang sebagai dasar hukum adalah keputusan 

DPR atau hukum dibuat oleh masyarakat agar penguasa tidak sewenang- 

wenang dan melindungi hak asasi manusia, hak asasi manusia lebih tinggi 

dari pada hukurn dan dimuat sejarah HAM di Indonesia yang ada dua 

P 
I 10 dan Muhammad Hatta, dan akhirnya ha2 

asasi dimuat di ketiga UUD 1945, UUDS, UUD RIS dan akhirnya terbentuk 



UU HAM setelah reformasi 1998 dan dibentuk jika MK yang sebagai 

pengawal atas perlindungan HAM sebagai yudisial review bagi ada yang 

dirugikan oleh adanya undang-undang. Serta dimuat hak asasi manusia 

dibidang pendidikan sebagai generasi ke-2 HAM setelah hak sipil dan politik 

dan wajib dipenuhi oleh negara dan gratis bagi pendidikan dasar dan 

menengah terutama bagi masyarakat miskin dan tidak boleh ada diskriminasi 

dalam pendidikan. 

Bagian berikutnya adalah Bab I11 yang berjudul "Otonomi Daerah 

Pasca Reformasi 1998", akan disajikan tentang reformasi kelembagaan dan 

reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul yang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 di semua SKPD. Juga dimuat visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Gunungludul dan program ke j a  2005-2010 serta 

tinjauan perkembangan pemerintah daerah pasca reformasi agar lebih efisien, 

efektic akuntabel, transparan dan akuntabilitas publik dengan LAKIP 

(Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) menuju pemerintahan yang 

bersih dan benvibawa. 

Kemudian pada Bab IV dengan judul "Kebijakan dan Pengaturan 

Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta", yang diuraikan berbagai masalah-masalah baik 

masalah internal dan eksternal seperti masalah globalisasi eksternalnya dan 



internalnya adalah main said birokrasi dan guru terhadap adanya perilaku 

menyimpang, KKN yang masih cukup h a t  dan kebijakan yang harus diambil 

dalam menghadapi perkembangan zaman dalam pendidikan agar sukses lepas 

dari krisis moral, krisis moneter dan krisis kepercayaan dan pembentukan 

karakter building sebagai pilar perkembangan pemb angunan kita. 

Akhirnya kajian ini akan ditutup dengan Bab V yaitu "Penutup". dalarn 

bab ini akan dikemukakan simpulan dan saran-saran yang didasarkan pada 

hasil analisis peneliti. 



BAB I1 

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

A. NEGARA HUKUM 

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep "recstsstaat" dan "the 

rule of law", juga berkaitan dengan konsep "nomocracy" yang berasal dari 

perkataan 'nomos7 dan 'cratos'. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah 

kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan 

kekuasaan adalah norma dan hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi itu 

berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan 

tertinggi. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan istilah 

Jerman yaitu "rechtsstaat', sedangkan di dalam tradisi Anglo Saxon Amerika 

dikenal dengan sebutan "the rule of law7718. 

Aristoteles mengaitkan pengertian negara hukum dengan arti dari pada 

negara dalam perumusannya yang masih terkait kepada "polis". Aristoteles 

berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang 

mempunyai negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti 

negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah sangat luas dan 

berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan 

musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam 

penyelenggaraan negara. l9 

Lebih jauh Aristoteles mengemukakan bahwa suatu negara yang baik 

adalah negara yang diperintah dengan konstitusi, dimana ada tiga unsur penting 

dari pemerintahan yang berkonstitusi adalah sebagai berikut20: 

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum 
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan- 

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 
mengesampingkan konvensi dan konstitusi 

- - - 

l8 Jirnly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Diterbitkan atas Keriasama 
- 

~ahka&ah  konstiksi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas ~ u k u m  
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122 --- --- 

I' Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum I ata 
Negara Fakultas Hukum ~niversitas ~ndbnesia dan CV  gar Bakti, 198ihlm. 152 
20 ibid, hlm. 156 



3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 
kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan. 

Dalam perkembangannya konsep negara hukurn mengalami perumusan 

yang berbeda-beda. Imanuel Kant memberikan gambaran tentang negara 

hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga 

saja hak-hak rakyat jangan sampai diganggu atau dilanggar, mengenai 

kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan negara sebagai 

nachtwachker ~ t a a t . ~ '  

Sedangkan menurut FJ. Stahl prinsip-prinsip negara hukum formil 

terdapat beberapa unsur di antaranya adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 
2. Pemisahan kekuasaan 
3. Setiap tindakan pemerintah hams didasarkan pada peraturan perundang- 

undangan 
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. 

AV. Dicey seorang pemikir Inggris mengemukakan bahwa terdapat tiga 

unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (the rule of 

law), yaitu23: 

1. Supremacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi 
di dalam negara adalah hukum (kedaulatan rakyat); 

2. Equality before the Law, artinya persamaan dalam kedaulatan hukum 
bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam 
kualifikasinya sebagai pejabat negara; 

3. Constitution based on individual rights, artinya konstitusi itu tidak 
merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak asasi 
manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan 
bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. 

- - --- 

'I ibid, hlm. 156 
--- ---- ---- 

22 Dahlan Thalib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Yeneibit Liberty - 

Yogyakarta 1999, hlm. 23 
23 Ibid, hlm. 24 



Dengan demikan maka tujuan dari rule of law pada hakekatnya ialah 

melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan 

memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya 

sebagai manusia. 

Prof. ~ t r e c h t ~ ~  membedakan antara negara hukum formil atau negara 

hukurn klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern, dimana 

negara hukum formil menyangkut pengertian hukum bersifat formil dan 

sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan 

yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir yang mencakup 

pula pengertian keadilan di dalamnya. 

Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi 

negara hukum itu, keadilan tidak serta merta tenvujud secara substansi, 

terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dpat dipengaruhi 

oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat dipengaruhi oleh aliran hukum 

materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan 

perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang 

dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin 

keadilan substant$ 

Dari sudut analisis makro oleh Arthur Mass dalam bukunya area and 

power mengemukakan bahwa prinsip division of power negara-negara 

demokrasi modem mempunyai nilai-nilai dasar politik masyarakat yaitu 
-- - - - --- --- --- --- --- --- --- 

24 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1962 hlm. 
9 



kemerdekaan (liberty), persamaan (equaliN dan kesejahteraan (welfare). 

Untuk memajukan kemerdekaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi 

sedemikian rupa sehingga individu-individu mampu dilindungi dari tindakan 

yang sewenang-wenang. Prinsip itu disebut constitutional effect. Untuk 

memajukan persamaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian 

rupa sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang luas bagi warga 

negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, yang disebut 

democratic effect. Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan maka kekuasaan 

pemerintah hams sedemikian rupa sehingga effectif untuk kepentingan dan 

kebutuhan rakyat dipenuhi, yang disebut facilitating effect. Untuk itu, cara-cara 

dalam membagi kekuasaan dilakukan dengan cara antara lain: 

1. Pembagian kekuasaan menurut daerah atau wilayah ini disebut areal 
division ofpower disingkat adp. 

2. Pembagian kekuasaan menurut tingkat kota besar yang diperintah seorang 
dan atau sekelompok pejabat, misalnya disebut "dewan pemerintah kota", 
ini disebut capital division ofpower disingkat cdp. 

3. Pembagian kekuasaan dapat dibagi menurut proses dan perwakilan.25 

Secara teoritik sistem pemerintahan oleh ~ o n t e s ~ u i e u ~ ~  dapat 

dikelompokan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan pada pemisahan 

kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Dalam sistem pemisahan kekuasaan 

didasarkan pada pendapat dari Montesquieu yang dikenal ajaran trias politika, 

di mana bahwa kekuasaan dalam negara hams dipisah-pisahkan satu dengan 

yang lainnya kedalam: pertama, kekuasaan legislatif (pembuat undang- 

25 YW. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Penerbit Rineka Cipta, 
- - - -- Jakarta, 1996 hlm. 50 

" " v n ,  Kajian Terhadap Yerubahan C 7 U D - D X 5 ~ t t m t ~  ----- 
Sri Hastuti Puspitasari dan Hj. Ni'matul Huda, (editor), Ketropeksz terhadap ~ a s a i a h  h h b  dun 
Kenegaraan, diterbitkan Atas Kejasama Program Pasca Sarjana FH UII dengan FH UII Pres, 
Yogyakarta, 2007, hlm. 39 



undang); kedua, kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang); ketiga, 

kekuasaan yudikatif (mengadili terhadap pelanggaran undang-undang). 

Dengan demikian satu organ negara menjalankan satu fungsi negara. Tidak 

ada kerjasarna antara satu organ dengan organ yang lain dalam menjalankan 

fbngsinya masing-masing. Kekuasaan ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan akan terjadi ketika 

dua organ atau tiga organ sekaligus berada ditangan satu pemegang 

kekuasaan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan merupakan syarat mutlak 

bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, tetapi perlu diikuti dengan 

adanya cheh and balances. 

Tatanan pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini 

melahirkan sistem pemerintahan presidensiil. Hubungan antara eksekutif dan 

legislatif dalam sistem ini dapat dikemukakan bahwa presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat 

sehingga mempunyai masa jabatan yangfixed term (tertentu). Oleh karena itu, 

presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga penvakilan tetapi langsung 

kepada rakyat. Presiden mempunyai hak prerogratif dalam mengankat dan 

memberhentikan menteri-menteri untuk membantu menjalankan tugasnya. 

Presiden tidak dapat dijatuhakan oleh lembaga perwakilan karena kebijakan- 

kebijakan politiknya tetapi presiden dapat didakwa melakukan pelanggaran 



hukum yang dapat berakibat jatuhnya presiden setelah melalui proses 

peradilan yang dikenal dengan sebutan impeachment.27 

Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan didasarkan pada 

pendapatnya Aristoteles, & mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga 

bagian: pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan mengadakan peraturan- 

peraturan dalam garis besar yang memuat prinsip-prinsip yang hams diturut 

oleh masyarakat pada tingkah laku para anggotanya; kedua, kekuasaan 

eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu dalam 

praktek mengikat peristiwa dan keadaan tertentu; ketiga, kekuasaan yudikatif 

yaitu kekuasaan untuk: (1) menyatakan apakah anggota masyarakat dalam 

perhubungan mereka satu sama lain bertingkah laku sesuai dengan peraturan- 

peraturan legislatif; dan (2) menyatakan apakah kekuasaan eksekutif dalam 

melaksanakan peraturan-peraturan legislatif tidak menyimpang dari prinsip- 

prinsip yang termuat didalamnya.28 Dalam sistem pembagian kekuasaan ini 

terdapat adanya kerjasama antara eksekutif dengan legislatif dalam 

menjalankan fungsi negara, karakteristik yang menonjol dari sistem ini adalah 

kerjasama. Di dalam sistem ini pada dasamya kekuasaan pemerintahan 

dilakukan oleh parlernen. Perdana menteri bersama menteri-menteri sebagai 

pelaksana kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan tugasnya 

bertanggungj awab kepada parlemen. 

- -  - ------ 
------ 

------ 

27 Ibid hlm. 42-43 
28 Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu negara dan Politik, Penerbit Eresco, Bandung, 1981, 
hlm. 64 



B. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI 

INDONESIA 

Hak asasi manusia di Indonesia telah diperjuangkan dari sebelum 

kemerdekaan dengan tuntutan untuk membentuk organisasi-organisasi 

kemasyarakatan dan kepartaian. Dari berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 

1908, Serikat Dagang Islam, Nahdatul Ulama (NU), Muhamrnadiyah, dan 

adanya organisasi pemuda yang mengadakan sumpah pemuda tahun 1928; ini 

semua merupakan perjuangan tenteng hak asasi manusia untuk kearah 

merdeka. 

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam 

diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya 

dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana 

perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari padanya. Jauh 

sebelum kemerdekaan para perintis bangsa telah menciptakan pikiran-pikiran 

untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. 

Percikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang 

berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang", karangan-karangan politik yang 

ditulis oleh H.O.S. Cokroarninoto, Agus Salim, Dauwes Dekker, Soewardi 

Suryoningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volkstraad atau pledoi 

Sukarno yang berjudul "Indonesia Menggugat" dan Hatta dengan judul 

"Indonesia Merdeka" yang dibacakan di depan pengadilan Hindia 
-- 

-- ercikan pemikiran pada pergerakan kemerdekaan itti--- 
I 

terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi 



ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sinilah terlihat bahwa para 

pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingknya hak asasai manusia sebagai 

pondasi bagi negara. Menelusuri perkembangan wacana hak asasi manusia 

dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, paling tidak dalam 

kurun waktu setelah kemerdekaan. Diskursus mengenai hak asasi manusia 

ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah 

ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan 

hak asasi manusia, diikuti dengan periode konstituante (1 957-1 959) dan 

periode awal bangkitnya Orde Baru (1966-1968)~~. Dalam ketiga periode 

inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari 

kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. ~ e t a ~ i  

sayang sekali, pada periode-periode emas tersebut wacana hak asasi manusia 

gaga1 dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi. 

Perjuangan itu memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai 

datangnya periode reformasi (1998-2000). Periode ini diawali dengan 

pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. 

Inilah periode yang sangat ''jriandly" terhadap hak asasi manusia, ditandai 

dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya 

peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia. 

1. Perdebatan Awal tentang Hak Asai Manusia 
- -- --- --- 

29 T. Mulya Lubis, In Search of Human Righats; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New 
Order, 1966-1990, Gramedia Pustaka Utama jakarta, 1993, hlm. 35. 



Sesuai dengan pernbabakan di atas, pemaparan berikut akan dimulai 

dengan pembahasan periode pertama, pada waktu menyusun konstitusi, 

Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga 

negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar? 

Soekarno dan Soepomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara 

tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, 

Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlu 

mencantumkan pasal rnengenai kemerdekaan baserikat. berhmpul, dan 

mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang 

Dasar. Perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut merupakan tonggak 

penting dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia, yang memberi 

pijakan bagi perkembangan wacana hak asasi manusia periode-periode 

selanjutnya. 

Karena itu, menarik apabila kita menyimak sedikir perdebatan tersebut. 

Mengapa Soekarno dan Soepomo menolak pencantuman pasal-pasal hak 

warga negara dalam konstitusi Indonesia? Penolakan Soekarno dan Soepomo 

tersebut didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara -- yang 

dalam istilah Soekarno disebut dengan "Philosojsche grondslag" atau dalam 

istilah Soepomo disebut "Staatsidee" -- yang tidak berlandaskan paham 

liberalisme dan kapitalisme. Menurut pandangan Soekarno jaminan 

perlindungan hak warga negara itu -- yang berasal dari revolusi Perancis, 

- - liheralisme dan individualise yang telah 

menyebabkan lahirnya imperalisme dan peperangan antara manusia dengan 



manusia. Soekarno menginginkan negara yang mau didirikan itu didasarkan 

pada asas kekeluargaan atau gotong royong, dan karena itu tidak perlu 

dijamin hak warga negara di dalarnnya. Kutipan di bawah ini akan 

menunjukkan argumen Soekarno yang menolak mencanturnkan hak-hak 

warga negara.30 

"... saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, 
buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan 
dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan "rights ot the 
citizens" yang sebagai dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya." 

"... buat apa kita mernbikin groundwet, apa gunanya groundwet itu kalau 
iya tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. 
Groundwet yang berisi "droits de I'homme et du citoyen" itu, tidak bisa 
men&langkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. 
Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan 
negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham 
gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap- 
tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya". 

Sedangkan Soepomo menolak dicantumkannya hak warga negara dalam 

pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan alasan yang berbeda. Penolakan 

Supomo didasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik 

(staatsidee integralistik), yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak 

masyarakat Indonesia. Menurut faharn tersebut negara hams bersatu dengan 

seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam 

lapangan apapun. Dalam negara yang demikian itu, tidak ada pertentangan 

antara susunana hukum staat dan susunan hukum individu, karena individu 

-- ---- 
--- --- 

- 

1 , berdasarkan nasalcan yang 
dihimpun oleh RM. A.B. Kusuma, Lahimya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 352. 



tidak lain ialah suatu bagian organik dari ~ t a a t . ~ '  Makanya hak individu 

menjadi tidak relevan dalam paham negara integralistik, yang justru relevan 

adalah kewajiban asasi kepada negara. Paham inilah yang mendasari argumen 

Supomo. 

Sebaliknya, mengapa Hatta dan Yamin bersikeras menuntut 

dicantumkannya hak warga negara dalarn pasal-pasal Konstitusi? Hatta setuju 

dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia kuatir 

dengan keinginan memberikan kekeuasaan yang seluas-luasnya kepada 

negara, bisa menyebabkan negara yang didirikan itu terjebak dalarn 

otoritarianisme. Berikut argumen ~ a t t a : ~ ~  

"Tetapi satu ha1 yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau 
satu pertanggunagan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai 
haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas 
Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi 
satu bentukan negara yang tidak kita setujui". 

"Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai 
warga negara disebutkan di sebalah hak yang sudah diberikan juga 
kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap- 
tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu 
disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan 
lainnya. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak 
menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada 
kedaulatan rakyat". 

Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu 

menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak 

- -- -- 3' Disarikan pada pidato Supomo tanggal 31 Mei 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang 
- - dihimpun oleh RM. A.B. Kusuma, ibid. ---- --- 

32 Dikutip pada pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di B 
. .. . & 

oleh e. A.B: Kusuma, ibid, hlm. 345-355. 



dicantumkannya hak warga nrgara dalam Undang-Undang Dasar. "Supaya 

aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 

seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk 

tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan 

liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan 

kemerdekaan, yang hams diakui dalam Undang-Undang Dasar" Yamin 

mengucapkan pidatonya paada sidang BPUPKI .~~  Pendapat kedua pendiri 

bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang 

mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat drukpers, 

onschendbaarheid van woorden (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran 

dengan ~ i s a n ) . ~ ~  Mereka menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang 

mereka lihat terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia 11, apabila dalam 

negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga 

negara. 

Percikan perdebatan di atas berakhir dengan kompromi. Hak warga 

negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian diterima untuk 

di canturnkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Bukan 

hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut diatur dalam undang-undang, juga 

hams bisa diartikan dalam k o n ~ e ~ t u a l . ~ ~  Konsep yang digunakan adalah "Hak 

Warga Negara" ("rights of the citizens") bukan "Hak Asasi Manusia" (human 

rights). Penggunaan konsep "Hak Warga Negara" itu berarti bahwa secara 

-- - 

-I 1 ax& - 
yang dihimpun oleh RM. A.B. Kusuma, ibid hlm. 380. 

34 Lihat RM. A.B. Kusuma, ibid, hlm. 392. 
35 T. Mulya Lubis, loc. cit. 



implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan bahwa hak asasi 

manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia. 

Sedangkan konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai 

"regulator of rights", bukan sebagai "guardian of human rights" - 

sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi 

Manusia. 

Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Diskursus mengenai 

hak asasi manusia muncul kembali --sebagai usaha untuk mengoreksi 

kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante 

(1 957- 1 959). Sebagaimana terekam dalam Risalah Konstituante, khususnya 

dari Komisi Hak Asasi Manusia, perdebatan disini jauh lebih sengit dibanding 

dengan perdebatan BPUPKI. "Diskusi ini merupakan pernyataan paling jelas, 

paling bebas dan paling baik mengenai kesadaran tentang hak asasi manusia 

di kalangan rakyat Indonesia," rekam Buyung Nasution yang melakukan studi 

mendalam tentang periode ini.36 Berbeda dengan perdebatan awal di 

BPUPKI, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia 

dalam pengertian natural rights,37 dan menganggapnya sebagai substansi 

budaya, perdebatan di Konstituante sebetulnya telah berhasil menyepakati 24 

hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Sayang, 

Konstituante dibubarkan oleh Soekarno, akibatnya kesepakatan-kesepakatan 

-- -- -- . . 
-- p a s u t i o n ,  Aspirasi t.'emennta~Konstitusionai a'i-I--- 

Legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka Utama Ciratitt, Jakarta, 1993, him. i32. 
37 Konstituante sangat menghargai keabsahan universitas Hak Asasi Manusia sebagai hak yang 

menjadi bagian inti dari kodrat manusia dan terdapat pada setiap peradaban manusia. 



yang telah dicapai dalam Konstituante ikut dikesampingkan, termasuk 

kesepakatan mengenai hak asasi manusia. 

Pembubaran Konstituante tersebut diikuti oleh tindakan Soekarno 

mengeluarkan dekrit yang isinya adalah pernyataan untuk kembali ke 

Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan "Dekrit 5 Juli 

1959". Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka status 

konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan 

Undang-Undang Dasar "Sernentara" 1 950 menjadi mundur kembali. 

Makanya setelah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno digulingkan oleh 

gerakan mahasiswa 1966, yang melahirkan Orde Baru, perdebatan mengenai 

perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia muncul kembali. 

Perdebatan itu muncul pada Sidang Umurn MPRS tahun 1968 di awal Orde 

Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc penyusunan hak 

asasi m a n ~ s i a . ~ ~  Hasilnya adalah sebuah "Rancangan Keputusan MPRS 

tentang Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga 

negara." Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke 

sidang umum untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya -- 

terutama diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan dan ABRI, akan lebih 

tepat jika piagam yang penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan 

oleh MPRS yang bersifat "sementara". 

'=tia Ad H 
. .  . oc ini dibantu o m s a t u  rim A v - w & + - - -  

Hazairin SH, Dr. Soekiman WlrJosardjojo, A.b. rringgodigdo 313, "" 
3 311, 

Achrnad Subardja, SH, Prof Sunario SH, dan Prof. SJ. N. Drijarkara. Lihat M. Dawam 
Rahardjo, Hak Asasi Manusia; Tantangan Abad ke-2 1, makalah tidak diterbitkan, 1997. 



Kenyataannya, setelah NIPR hasil pemilu (1971) terbentuk, Rancangan 

piagam hak asasi manusia itu tidak pernah diajukan lagi. Fraksi Karya 

Pembangunan dan Fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang pernah 

mereka putuskan pada sidang umum MPRS tahun 1968 t e r ~ e b u t . ~ ~  Sampai 

akhirnya datang gelombang besar "reformasi", yang melengserkan Soeharto 

dari kursi kepresidenan Indonesia (Mei 1998) dan membuka babak baru 

wacana hak asasi manusia di Indonesia. 

2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Amandemen 

Presiden BJ. Habibi yang ditunjuk Soeharto sebagai penggantinya 

mengumumkan kabinetnya sebagai "Kabinet Reformasi". Presiden yang baru 

ini tidak punya pilihan lain selain memenuhi tuntutan reformasi yaitu 

membuka sistem polotik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan 

hak asasi manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, 

menghapuskan dwi fungsi ABRI, mengadakan pemilu, membebaskan nara 

pinana politik, dan sebagainya. 

Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai 

konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan bukan lagi 

soal-soal konseptual berkenaan dengan teori hak asasi manusia, tetapi pada 

soal basis hukumnya, apakah ditetapkan melalui Tap MPR atau dimasukkan 

dalam Undang-Undang Dasar? Gagasan mengenai piagam hak asasi manusia 

yang pernah muncul diawal Orde Baru itu muncul kembali. Begitu pula 
- - 

-- ~ u n t u k a n t u m k a n n y a  ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 

39 T. Mulya Lubis, loc. cit. 



Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatan hak asasai manusia 

ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika 

itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya ketetapan MPR No. 

XVIUMPRl1998 tentang hak asasi manusia. Isinya bukan hanya memuat 

piagam hak asasi manusia tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan 

lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi 

manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen 

intemasional hak asasi man~sia.~' 

Hasil pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPRIDPR. 

Kekuatan politik pro reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, 

yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat KH. Abdurrahman Wahid 

sebagai Presiden, mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tahunan MPR tahun 2000, 

perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam 

Undang-Undang Dasar akhimya berhasi dicapai. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat sepakat memasukkan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang 

berisi sepuluh pasal hak asasi manusia (dari pasal 28A-28J ), pada 

amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 

Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup didalamnya mulai dari kategori hak- 

hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Selain itu, dalam bab ini juga dicanturnkan pasal tentang tanggung jawab 

- - -  - - -  

--- ---- 4u~residen Habibie membuat Rencana Aksi Nasionai HalnisasTM-M=---- . . 
2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan halc-w 
pendidikan dan sosialisasi hak asasi manusia serta program ratifikasi instrumen internasional 
hak asasi manusia. 



negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, d m  

pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ditegaskan bahwa untuk 

menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukurn 

yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, d m  

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Salah satu isu yang menjadi riak-perdebatan dalam proses amandemen 

itu adalah masuknya pasal mengenai hak bebas dari pemberlakuan undang- 

undang yang berlaku surut (non-retroactivity principle) yakni pasal 281. 

Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktifis hak asasi manusia 

dan aktifis pro reformasi yang tergabung dalam koalisi untuk Konstitusi Baru 

sebagai "sabotase" terhadap upaya mengungkapkan pelanggaran berat hak 

asasi manusia di masa lalu, khususnya di masa Orde Baru. Alasannya pasal 

itu dapat digunakan oleh para pelaku pelaggaran hak asasi di masa lalu untuk 

menghindari tuntutan hukum. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia dan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang lahir 

setelah Arnandemen kedua menjadi senjata yang tak dapat digunakan untuk 

pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Sementara anggota MPR 

beralasan bahwa adanya pasal itu sudah lazim dalam inshumen internasional 

hak asasi manusia, khususnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 

dan Politik (KIHSP). Selain itu, menurut anggota NIPR, Pasal 281 itu h a s  

dibaca pula dalam kaitannya dengan Pasal28J ayat (2). 

-- 

T ~ t - l q a d a d m W s ~ ~  dipavarkan di atas, Arnandemen Kedua 

tentang hak Asasi Manusia merupakan prestasi gemilang yang dicapai MPR 



pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan panjang 

bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi 

manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyususnan 

Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1 957-1 959), aw a1 

Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan 

perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum 

Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa menyesatkan pandangan 

yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia. 

3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

Sebagaimana dikemukakan sebelurnnya, periode reformasi 

merupakan periode yang sangat "friendly" terhadap hak asasi manusia. 

Berbeda halnya dengan periode Orde Baru yang melancarkan "black- 

campaign" terhadap isu hak asasi manusia. Presiden B.J. Habibie dan DPR 

sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen 

konstitusi bergulis, presiden lebih dahulu mengajukan Rancangan Undang- 

Undang Hak Asasi Manusia ke DPR untuk dibahas. Pembahasan di DPR juga 

tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah 

dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 

- -- 

r 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia 

memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang 



dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil 

dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan 

terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat 

(indigenous people). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui 

paham 'natural rights', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang 

melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategori hak-hak didalamnya 

tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, 

seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenan on 

Civil and Political Rights, International Covenan on Economic, Social and 

Cultural Rights, International Covention the Rights of Child, dan seterusnya. 

Dengan demikian Undang-Undang ini telah mengadobsi norma-norma hak 

yang terdapat di dalam berbagai instrurnen hak asasi manusia internasional 

tersebut. 

Di samping memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat aturan mengenai 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 

mengatur tentang kewarganegaraan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur 

kelembagaan Komisi IVasional Hak Asasi Manusia. Jadi kalau sebelumnya 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan Presiden 

No. 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang. Hal yang 

- -- an tentang partisipasi 

masyarakat, mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas 



memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia 

yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau 

"human rights defenders". Selain itu, Undang-Undang ini juga 

mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi manusia yang hams 

dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun.setelah berlakunya 

Undang-Undang tersebut. 

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana status Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 ini setelah keluamya Amandemen Kedua tentang Hak 

Asasi Manusia? Apakah tetap berlaku atau tidak? Kaidah "ketentuan yang 

baru menghapus ketentuan yang lama" jelas tidak dapat diterapkan di sini. 

Kaidah tersebut berlaku hanya untuk norma yang setingkat. Karena 

kedudukan kedua ketentuan tersebut tidak setingkat, dan sejalan dengan 

"stuffenbau theorie des rechts" (hierarchy of norm theory), norma konstitusi 

lebih tinggi daripada undang-undang. Maka Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 itu tetap berlaku dan dapat dipandang sebagai ketentuan organik 

dari ketentuan hak asasi manusia yang terdapat pada amandernen kedua. 

Penerapan instrumen internasional hak asasi manusia ke dalam 

hukum nasional diletakkan dalam konteks dua ajaran berikut, yakni ajaran 

dualis (dualistic school) dan ajaran monis (monistic school). Ajaran yang 

pertama melihat hukurn internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum 

yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan ajaran yang kedua 
- -- 

dan nasional sebagai bagian integrai dari sistem 

yang sama. Meskipun kedua ajaran tersebut dalam prakteknya turnpang- 



tindih, biasanya negara yang dirujuk menganut ajaran monis adalah Inggris 

dan Amerika Serikat. Tetapi hanya Amerika Serikat yang menyatakan dengan 

gamblang dalam konstitusinya bahwa "all treaties made or which shall be 

made, under the Authority of the United State, shall be the supreme Law of 

the Land; and judges in every State shall be bound thereby".41 Inilah bedanya 

dengan Indonesia, yang boleh dikatakan lebih dekat dengan ajaran yang 

pertama. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1 1  ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1 9 4 5 . ~ ~  

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak 

bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya hams sesuai dengan 

ketentuan hukurn Indonesia. Seperti dikatakan di atas, Pasal 1 1  ayat (2) 

Undang-Undang Dasar mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum 

internasioanal ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah 

transformasi melalui perundang-undangan domestik. Proses ini dikenal 

dengan ratifikasi atau aksesi. Jadi meskipun Indonesia telah memiliki basis 

hukum perlindungan hak asasi manusia yang kuat di dalam negeri seperti 

yang dipaparkan di muka, tetap dipandang perlu untuk mengingatkan diri 

dengan sistem perlindungan internasional hak asasi manusia. Sebab dengan 

pengingatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari 

hukum nasional (suprame law of the land), juga memberikan landasan legal 

4 '~ikutip dari Kata Pengantar Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, "Hukum Hak 
Asasi Manusia" Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) 

- - Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008, hlm. 245 
42~etentuan itu berbunyi, "Presiden dalam membuat perjanjian in ternasbn&bmyqmq - -- - 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara, danlatau mengharuskan perubahan atau pembentuakan undang-undang hams 
denga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". 



kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak 

asasi manusia internasional, apabila ia (warga negara) merasa mekanisme 

domestik telah rnengalami "exshausted" alias rnen th~k .~~  

Sampai saat ini Indonesia baru meratifikasi 8 instrumen 

internasional hak asasi manusia dari 25 instrumen internasional pokok hak 

asasi manusia. Delapan instrumen internasional hak asasi manusia yang 

diratifikasi itu meliputi: (i) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik 

Perempuan; (ii) Konvensi Internasional tentang Hak Anak; (iii) Konvensi 

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan; (iv) Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang 

Olah Raga; (v) Konvensi Internasional tentang (Anti?) Menentang 

Penyiksaan; (vi) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

DiskriminasiRasial; (vii) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak 

Politik; (viii) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya. 

Dibandingkan dengan jumlah instrumen internasional pokok hak 

asasi manusia, maka sebetulnya tingkat ratifikasi Indonesia masih rendah. 

Sebagai perbandingan, Filipina, misalnya, telah meratifikasi 18 konvensi 

internasional hak asasi manusia. 

- - 

-- 43 Landasan legal ini diperkuat oleh Pasal 17 (m No. 39?%@!3 yang we-% 
berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan torum internasionai a t a s p  
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional 
mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia". 



Sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang 

ratifikasi tersebut. Dengan adanya RANHAM, diharapkan proses ratifikasi 

dapat berjalan dengan terencana. Melalui RANHAM ini, yang periode lima 

tahun pertarnanya dimulai pada 1 998-2003, telah disusun skala prioritas 

untuk melakukan raatifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia 

internasional. Sedangkan pada RANHAM lima tahun kedua (2004-2009), 

rencana ratifikasi diprioritaskan pada konvensi-konvensi berikut ini: (i) 

Konvensi untuk Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi 

Orang Lain (pada 2004); (ii) Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja 

Migran dan Keluarganya (pada 2005); (iii) Protokol Opsional tentang Hak 

Perdangan Anak, Pornografi dan Prostitusi Anak (pada 2005); (iv) Protokol 

Opsional tentang Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam 

Konflik Bersenjata (pada 2006); (v) Konvensi tentang Pencegahan dan 

Penghukuman Kejahatan Genosida (pada 2007); Statuta Roma(pada 2008); 

dan seterusnya. Kalau aksi ini berjalan, maka pada 2009 Indonesia dapat 

mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang tingkat ratifikasinya 

tinggi. 

4. Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan HAM 

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah 
- - - --- - - 

--- --- --- 

in 

1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan 



Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul 

dengan penerbitan Undang-Undang Noomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia 

dicantumkan pula dalam Peru bahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945 

(tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen 

konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 No. 

XVIIIMPlU1998. 

Menurut Pasal 281 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara 

berkewajiban untuk melindungi , memajukan, menegakkan dan memenuhi 

hak asasi manusia (rumusan yang dalam instrumen internasional dirumuskan 

sebagai kewajiban to protect, to promote, to implement or enfoce and to fulJill 

human rights). Bagaimana hak asasi manusia ditegakkan di hadapan 

ancaman-ancaman kekuasaan yang tak perlu dan berlebihan, apa lagi yang 

bersalah guna (corrupt)? Dalam kaitan ini penting pula untuk memeriksa 

mekanisme penyampaian keluhan public (public complaints 

procedure)44, peradilan administrasiltata-usaha negara?' peradilan di 

bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan hak asasi manusia, 46 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)?~ maupun pengujian undang- 

44 Berbagai ketentuan dalam kedudukan sebagai konsumen dari layanan pemerintahan. 
45 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan UU No. 9 Tahun 

2004 
46 Pasal28 jo. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

- - 
-- 

47 I No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Kekonsiiiasi - 
DPR dan Pemerintah, September 2004. Tetapi keseluruhan UU KKR 2004 dibatalkan oleh MK 
dalam Putusan No. 006/PUU-IVl2006. 



undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi 

( M K ) . ~ ~  

Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi 

menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas 

sehingga dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di 

Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan 

kepada suatu alas hak (legal standing) bahwa undang-undang yang diuji 

telah merugikan hak danlatau wewenang konstitusional pemohon 

constitutional review.49 Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. Pertama, 

dirumuskan sebagai "hak dan atau wewenang". Wewenang konstitusional 

lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk 

memohon constitutional review terhadap undang-undang dalam ha1 suatu 

undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam ha1 ini 

menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian).50 Kedua, hak 

konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia 

bagi warga negara. 

Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan 

ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan 

hak asasi manusia dalam UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara lain 

- -  - 
48 

- - Dikutit, dari Kata Pengantar Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, op.cit, hlm. 280 
--- 

-- -. 

49ibid 

W MK 2003. ibid. 



18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab 

Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan 

Sosial), 30 (Bab Pertahanan dan Keamanan). Jadi, pengaturan konstitusional 

mengenai hak asasi manusia tidak, terbatas pada Bab XA tentang HAM. 

Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi 

manusia dalarn Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pada umurnnya hak 

tersebut dirurnuskan sebagai hak setiap orang atau individual rights. Hanya 

beberapa hak saja yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya 

tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh pendidikan 

(berturut-turut lihat Pasal28D ayat (3), Pasal30 ayat (1) dan Pasal31 ayat (1) 

ULTD 1945). 

Kedua, perbedaan perumusan ini membawa implikasi. Perumu 

hak asasi manusia sebagai hak perseorangan (individual) berarti mernberi 

peluang untuk dijamin dalam sistem hukum manapun (berdasarkan prinsip 

universalitas hak asasi manusia), meskipun peluang ini dapat terhalang oleh 

ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan 

nasional kepada warga negara. Di sisi lain, perumusan hak-hak konstitusional 

sebagai hak warga negara hanya terbatas bagi warga negara yang bersangkutan 

(bukan sebagai hak semua orang).51 

5 1  Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, "op. cit, hlm. 28 1 

55 



Ketiga, meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia tetapi 

pelaksanaan hak konstitusional tertentu memang terkait dengan hubunngan 

konstitusional (constitutional and political relations) pemegang hak yang 

bersangkutan dengan konstitusi dan negara. Ini mencakup, misalnya, hak 

untuk memperoleh kesempatan yang sama (equal opprtunity and treatment) 

di muka pemerintahan. Sebagai hak asasi manusia, hak seperti ini hanya 

dapat dipenuhi kepada warga negara. Begitu pula, "hak konstitusional" untuk 

menikmati kewajiban negara dalam menyediakan anggar'an pendidikan 

sebesar 20 persen dalam APBlV (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), merupakan hak 

warga negara (perhatikan bahwa besaran anggaran merupakan pilihan politik 

dan hanya beberapa negara yang menentukan besaran ter~ebut).'~ 

Dalam konteks pemahaman di atas, beberapa hak telah secara 

meyakinkan "ditegakkan" (dalarn arti dikabulkan) melaiui Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Beberapa contoh dikemukakan 

di siniS3 Pertama, hak politik eks-PKI dan tahanan politik untuk mencalonkan 

diri sebagai anggota legislatif dalam Putusan No. 11-017lPUU-I12003 

(pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota D: 

DPD, dan DPRD).'~ 

Kedua, hak sipil berupa larangan penerapan Undang-Undang Anti 

Terorisme 2001 secara retroaktif dalam Putusan No. 01 3lPUU-I12003 
- -- - -- - -- -- -- -- 

" ibid 
53 Selanjutnya lihat Rejleksi Akhir Tahun Mahkamah Konsitusi RI2006 dun Harapan 2007 
54 Dikutip dari Kata Pengantar Prof Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, op.cit, hlm. 28 1 



(pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 

2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme untuk kasus Bom Bali). Hak yang ditegakkan 

melalui putusan merupakan hak yang secara konstitusional termasuk kategori 

"tak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun".55 

Ketiga, dalam kaitan ini perlu disebut Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 006PUU-IV/2006 (pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Dua ha1 yang kontradlktif perlu 

dicermati dari putusan ini. Pembatalan ketentuan pemberian amnesti terhadap 

pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights), yang 

terdapat dalam UU KKR 2004, memang sesuai dengan rezim hak asasi 

manusia internasional. Tetapi, di sisi lain, keberadaan ketentuan tersebut tidak 

dengan cukup menjadi dasar untuk menihilkan keseluruhan UU KKR 2004 

maupun makna KKR dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di 

~ndones ia .~~  

Keempat, hak sipil dan politik tentang kebebasan berpendapat 

dalam kaitan dengan penghinaan terhadap kepala negara di dalam Putusan 

No. 013- 022RUU-1V/2006 (pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 

1 37 KUHIP)~~  

- - 

- .  " Pasal .El ayat ( I )  UfJlTPY43 
56 Dlkutip dari Kata Pengantar Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, op. cit, hlm. 282 
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Kelima. hak sosial-kultural dalam Putusan No. 01 l/PUU-IIU2005 

(pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Putusan ini membatalkan penjelasan UU Sisdiknas 2003 yang menentukan 

bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD 

dipenuhi secara 

Tidak semua putusan yang dicontohkan di atas berdampak langsung 

dalam kenyataan sosiologis, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 

final dan m e r ~ ~ i k a t . ~ ~  Legal eficacy putusan sering ditentukan dalam putusan 

yang bersangkutan, misalnya hak eks-PKl dan tap01 tidak berlaku meslupun 

putusan dijatuhkan sebelum Pemilu 2004, dan terutama karena terdapat 

ketentuan bahwa undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum dibatalkan 

dan dipandang sebagai prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

bersifat re t r~akt i f .~~ 

- - 

ibid 
59 Pasal24C ayat (1) UUD 1945 
60 Pasal 58 U L T  MK 2003 menentukan: "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi 
tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut 
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memberlakukan bahwa putusan pengujuan baru efektit setetah pututun dijatuhkan, berarti 
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- -  --- -- --- --- 
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Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Perubahan Ketiga UUD 

1945 (tahun 2001) dan baru bekerja sejak akhir tahun 2003, mekanisme 

nasional penegakan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi sudah 

berjalan dengan baik dan selain itu pengujian undang-undang pun sudah 

merupakan tradisi yang telah mapan dan kehidupan konstitusional pasca 

amandemen di bawah kepemimpinan Prof. Mahfud MD semakin baik. 

C. HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN 

Hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Pendidikan mencakup 

berbagai elemen baik ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan 

politik.6' Hak atas pendidikan' itu sendiri adalah hak asasi manusia dan 

merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak 

lain.62 Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan 

memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses 

mendapatkan pekerjaan,63 sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju 

keberhasilan. Kesejahteraan yang h a t  dapat dilihat antara hak atas pendidikan 

dan pengembangan penghomatan martabat manusia. Pendidikan memainkan 

peran sangat penting dalam pemberdayaan perempuan64 karena pengetahuan 

sering disejajarkan dengan kekuasaan. Tanpa pendidikan mustahil bagi 

seseoarang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan urnurn yang demokratis 

(membaca manifesto, membaca kertas pemilu, memilih dan lain-lain) dan 
-- - -  

6' Dikuti~ dari Kata Pengantar Prof. Philip Alston &Prof. Franz Magnis-Suseno, op. ciz, Mm. i 15 
62 ibid. 
63 ibid. 
" ibid. 



berpartisipasi dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain). 

Pentingnya pendidikan sebagian tercermin dalam kenyataan bahwa Komite 

mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menerima dua Komentar 

Umum(KU) mengenai hak atas pendidikan: 1 1 dan 1 3. Komentar Umurn 1 1 65 

terfokus pada Pasal 14, yaitu pendidikan dasar wajib dan bebas dan KU 

lebih fokus pada Pasal 13, yaitu ketentuan m u m  tentang pendidikan. Namun 

ketentuan komprehensif tentang hak atas pendidikan sebenarnya tercantum 

dalam Kovensi Hak ~ n a k ~ ~  Berikut rincian Pasal 13: 

1. Negara-negara Pihak pada kovenan mengakui hak setiap orang atas 

pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada 

perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan 

martabatnya, dan harus mernperkuat penghomatan terhadap hak asasi 

dan kebebasan manusia yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa 

pendidikan harus memunglunkan semua orang untuk berpartisipasi 

secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, 

toleransi, dan persahabatan antara semua bangsa dan semua kelompok 

ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa- 

Bangsa untuk memelihara perdamaian. 

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan mengakui bahwa maksud untuk 

mencapai perwujudan semua hak ini: 

(a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara curna-cuma 

- -- - 

untuk semua orang; 

65 ibid. 
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(b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan 

lanjutan teknik dan kejuruan harus secara umum tersedia dan terbuka 

untuk semua orang melalui sarana yang layak dan khususnya melalui 

pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; 

(c) Pendidikan tinggi juga harus dapat dimasuki oleh semua orang, atas 

dasar kemampuan,dengan semua orang melalui sarana yang layak 

dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara 

bertahap; 

(d) Pendidikan fundamental harus sejauh mungkin didorong atau 

diintensifkan untuk orang-orang yang belum menerima atau belurn 

menyelesaikan seluruh masa pendidikan dasar mereka; 

(e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hams secara 

efektif diupayakan, sistem beasiswa yang layak harus dibentuk, dan 

kondisi-kondisi materi pengajar harus terus-menerus diperbaiki. 

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati 

kebebasan orang tua dan bila perlu, wali yang sah, untuk memilih 

sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh 

pemerintah, yang sesuai sesuai standar pendidikan minimum yang 

mungkin dibuat atau disetujui oleh negara dan untuk memastikan 

pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan 

keyakinan mereka. 

4. Tidak ada bagian dari pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mencampuri 

-qgrr- 



lembaga pendidikan, sesuai dengan ketentuan penghormatan pada 

prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini, dan pasal persyaratan 

bahwa pendidikan yang diberikan di lembaga tersebut sesuai dengan 

standar minimum yang mungkin dibuat oleh negara. 

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib dan bebas 

biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan 

dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan 

tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan 

lanjutanlorang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang 

buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk 

menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. 

Kesesuaian dengan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 

26 bukan saja mengharuskan pendidikan bebas biaya, melainkan juga 

pendidikan wajib. Ini adalah salah satu dari sedikit kewajiban positif yang 

secara eksplisit dibebankan kepada negara oleh DUHAM (Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia). 

Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti hak tersebut dapat 

dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut -an&, guru, orang tua, 

negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki 

hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak 

disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastiakan bahwa pendidikan yang 
- 
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negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norrna 

pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya 

dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk 

menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditaw arkan, wal aupun 

hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk 

memastikan anak-anak mereka didik. Guru mempunyai kewajiban untuk 

memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan 

internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk 

memastiakan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk 

memastikan pendidikan yang layak. 

Penekanannya adalah pada pemberian pendidikan untuk semua, dan 

dengan demikian, akses ke pendidikan merupakan isi utama. Pendidikan hams 

tersedia untuk semua tanpa diskriminasi. Konsep nondiskriminasi dalam 

pendidikan juga dijelajahi dengan lebih rinci di Konvensi UNESCO tahun 

1960 yakni Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Pasal 2 

Konvensi UNESCO ini mernbolehkan dipertahankannya sekolah yang 

dikhususkan untuk satu jenis kelamin dalam suatu situasi tertentu dan 

mengakui bahwa kelompok agama dan bahasa yang berbeda-beda dalam suatu 

negara dapat dididik secara terpisah. Konvensi ini juga membolehkan diadakan 

dan dipertahankannya lembaga pendidikan swasta. Komite tentang Hak anak 

menganggap diskriminasi sebagai sesuatu yang melanggar martabat seorang 

a n z d a n  mun&in bahkan "menghancurkan kapasitas anak untuk 
- 



mendapatkan manfaat dari kesempatan pendidikan".68 Anak penyandang cacat 

dan HIVIAIDS dirujuk secara khusus oleh badan-badan PBB sebagai orang- 

orang yang sangat didiskriminasikan. 

Dalam Kasus mengenai Aspek Tertentu Undang-Undang tentang 

Penggunaan Bahasa dalam Pendidikan di ~ e l g i a . ~ '  Pengadilan HAM Eropa 

diminta untuk memutuskan kasus yang dibawa oleh Komisi HAM Eropa 

tentang hak orang tua untuk memilih bahasa yang digunakan dalam pengajaran 

di lembaga pendidikan yang disediakan negara. Para pemohon menyatakan 

bahwa ketentuan- ketentuan Undang-Undang Belgia telah membatalkan hak 

atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 2, Protokol 1 Konvensi Eropa yang 

berkaitan dengan ketentuan tentang non-diskriminasi (Pasal 14). Para pemohon 

adalah tinggal di wilayah yang hanya berbahasa Belanda sehingga tidak ada 

sekolah berbahasa Prancis. Ketika sebuah sekolah berbahasa Prancis didirikan, 

sekolah tidak memperoleh dukungan publik dan pengakuan resmi. Dengan 

kemenangan suara yang tipis, Pengadilan memutuskan bahwa Undang- 

Undang Belgia tersebut bersifat diskriminatif karena anak-anak Belanda 

yang tinggal di daerah yang hanya berbahasa Prancis mempunyai akses ke 

sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda di komunitas-komunitas 

berdwibahasa yang terletak di sekeliling Brussels, sedangkan anak-anak yang 

berbahasa Prancis di daerah yang hanya berbahasa Belanda tidak diberikan hak 

timbal balik. Munglun yang lebih bermasalah adalah makin meningkatnya 

masalah diskriminasi yang didasarkan pada kepercayaan agama dan cara ---- --- --- -- 

'' ibid., hlm. 1 17 
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berpakaian. Di Turki, Uzbekistan, Prancis, Jerrnan dan Inggris terdapat 

beberapa kasus-kasus mengenai perempuan-perempuan muda yang tidak 

dapat mengakses fasilitas pendidikan karena mereka bersikeras memakai 

jilbab. Lernbaga pendidikan (atau negara) mernbenarkan posisi mereka sesuai 

dengan kebutuhan yang dirasa perlu untuk mempertahankan kenetralan 

kepercayaan dalam sistem pendidikan negara. Walaupun ha1 ini mungkin 

merupakan penghormatan pada kebebasan untuk memilih agama, terdapat 

potensi yang jelas akan diskrirninasi di mana lebih banyak perempuan daripada 

laki-laki yang akan terkena dampak dari persyaratan berpakaian demkian. Hal ini 

berpotensi menjadi pernbatasan tersembunyi atas kepercayaan agarna dan 

diskriminasi berdasarkan jer~der.~' Elemen diskriminasi tidak dikemukakan 

dalarn satu-satunya komunikasi yang dibahas oleh Badan-badan Pemantaun 

Perjanjian (Komite HAM yang difokuskan pada kebebasan beragama, 

suatu hak di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 

daripada berfokus pada elemen pendidikan dari Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tidak menerima komunikasi 

ind i~ idua l ) .~~  Dalam kasus Hudoyberganova v Uzbekistan," Komite Hak 

Asasi Manusia menyimpulkan terdapatnya pelanggaran Pasal 1 8 Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Patut dicatat bahwa Uzbekistan 

belurn menanggapi sepenuhnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

Komite Hak Asasi Manusia. Isu ini sangat merata di Eropa karena terdapat 

- - 

beberapa kasus yang sedang menunggu penyelesaian dan berbagai hukum dan 
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kebijakan yang sedang ditinjau ulang mengenai topik tersebut. Ini merupakan 

wilayah di mana fokus pada universalitas dan pluralisme budaya menghadapi 

masalah ketika ketika dihadapkan pada kehatusan &an kenetralan penuh. Dari 

segi pendidikan, kenetralan jelas menguntungkan karena pendidikan yang 

diberikan oleh negara memang tidak seharusnya mengadvokasi kepercayaan 

tertentu, karena ha1 itu terserah pada orang tua dan kemudian pada yang 

bersangkutan sendiri ketika kemampuannya berkernbang. 

Keterbatasan finansial juga merupakan ha1 yang menimbulkan 

keprihatinan. Kalau kita menganut konsep pendidikan bebas secara harfiyah,, 

bukan hanya bersekolah itu sendiri hams bebas biaya, demikian juga halnya 

dengan sumber daya penting serta biaya tambahannya. Hal ini &an mernbuat 

negara bertanggungjawab atas biaya kertas, pena, buku dan secara potensial, 

bahkan dalam biaya pakaian seragam wajib serta transport ke dan dari tetnpat 

pendidikan, setidaknya bagi mereka yang berada dalam kebutuhan keuangan di 

tingkat sekolah dasar. P ada dasarnya, kurangnya sumber daya keuangan si 

murid seharusnya tidak digunakan oleh negara untuk membenarkan 

ketidakhadiran. Dalam situasi semacam itu, negara hams berusaha mewujudkan 

kewajiban positif yang sudah ia diterimanya ketika meratinkasi Kovenan. Hal ini 

juga berhubungan dengan diskriminasi karena perhatian harus diberikan untuk 

memastikan agar biaya tambahan apapun tidak merugikan pada murid 

perempuan daripada murid laki-laki. Pungutan atas biaya pendidikan, secara 

-- ef-eru~akan suatu bentuk diskriminasi berdasarkan kekayaan. Anak yang 

bersekolah memiliki waktu yang lebih sedikit untuk bekerja di rumah atau di 



luar rumah, sehingga mereka yang berasal dari keluarga yang berpendapatan 

rendah berada di bawah tekanan untuk meninggalkan pendidikan secara cepat 

dan mencari pekerjaan yang dibayar. UNESCO, pelapor PBB tentang 

Pendidikan dan Organisasi Pekerja lnternasional (International Labour 

Organization) telah bekerja sama untuk memastikan agar umur minimum untuk 

bekerja bagi anak adalah setelah mereka menyelesaikan periode pendidikan 

d a ~ a r . ~ ~  Tentunya banyak anak yang masih memilih untuk bekerja atau dipaksa 

untuk bekerja pada umur yang masih muda. Banyak proyek Lembaga Swadaya 

Masyarakat di belahan dunia berkembang yang difokuskan untuk menyediakan 

proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan yang berlanjut bagi komunitas- 

komunitas agar anak-anak komunitas tersebut dapat bersekolah daripada hams 

bekerja. Sampai ketika kemajuan yang cukup dicapai dalam hak atas makanan 

dan air yang layak serta standar hidup yang layak untuk semua, isu anak yang 

bekerja daripada bersekolah akan terus menjadi isu. 

Sementara fokus awalnya adalah pada pendidikan dasar, pada akhirnya, 

tujuannya adalah memastikan agar semua pendidikan secara bebas tersedia 

untuk semua. Sementara pendidikan dasar bersifat wajib, masih terdapat 

kesempatan mengenai sifat dan isi pendidikan menengah dan lanjut. Hak 

untuk mengikuti lembaga pendidikan tinggi tidak dapat menjadi hak yang 

absolut, karena ini bergantung pada kemarnpuan akadernis. Narnun usaha 
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bagi mereka yang memasukinya. Pelatihan kejuruan sama relevannya dengan 

studi akademis. 

Pendidikan tinggi pada khususnya terkadang menjadi ajang diskriminasi 

atas dasar kekayaan dan alasan lain yang berkaitan. Bagi banyak orang muda, 

mendapatkan pekerjaan merupakan suatu prioritas setelah menyelesaikan 

pendidikan formal. Bahkan bila masuk ke universitas dapat dilakukan, masih 

tetap terjadi diskriminasi berdasarkan kekayaan. Di Arnerika Serikat rnisalnya, 

universitas-universitas yang bergengsi mengenakan biaya yang sangat tinggi 

walaupun beasiswa tersedia. Inggris baru-baru ini mulai mengenakan uang 

kuliah (yang batas tertinggi dan jumlahnya ditentukan oleh negara) bagi 

pendidikan universitas. Pelapor tentang Pendidikan PBB menglmtik keras 

posisi Inggris berkenaan tentang pengenaan biaya tersebut. 

Negara diberikan kebebasan untuk menentukan apakah yangdimaksud 

dengan pendidikan dasar bebas bebas itu. Menurut Arajarvi, tahap pendidikan 

dasar hams mengandung pengetahuan dasar dan keterampilan sosial, 

sedangkan kategori keseluruhan pendidikan dasar hams mencakup baca tulis, 

matematka dasar dan pendidikan kewarganegaraan Komite tentang Hak 

Anakrnenyatakanbahwa pendidikan hams "menceminkankeseimbangan yang 

layak antara pemajuan aspek fisik, mental, spiritual, dan emosional, dimensi 

intelektual, sosial, dan praktis" dengan tujuan keseluruhan guna 
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mernaksimalkan kemampuan dan kesempatan anak agar dapat berpartisipasi 

secara penuh dan tanggungjawab anak dalam masyarakat yang beba~."~' 

Prinsip umumnya adalah bahwa pendidikan anak hams sesuai dengan 

keinginan orang tua atau walinya. Pasal26 ayat (3) DUHAM merujuk pada "hak 

lebih dulu" orang tua untuk memilih jenis pendidikan yang cocok bagi anak 

mereka. Jelas bahwa ha1 ini seharusnya merupakan masalah mengenai 

pendidikan yang diterima anak di rurnah. Namun, esensi mengenai hak atas 

pendidikan mengandung arti bahwa anak juga akan dididik di sekolah atau 

lernbaga lain yang setara di mana orang tua tidak merniliki hak mernilih yang 

tidak terbatas. Karena sifat wajib dari hak atas pendidikan, orang tua tidak 

mernilih anaknya untuk tidak dididik sama sekali. Secara serupa, orang tua 

tidak dapat memilih agar anak tidak dididik sama sekali. Demikian pula, tidak 

terbuka bagi bagi orang tua untuk memilih sistem pendidikan yang bertentangan 

dengan norma-norma hak asasi manusia. 

Dalam Hartikainen v Finland,76 Komite Hak Asasi Manusia 

menyatakan bahwa seorang anak yang ditarik dari pelajaran agama sebagai 

respon atas keyakinan orang tuanya, harus diberikan pelajaran alternatif yang 

netral dan objektif sebagai penghormatan pada pandangan agnostik orang 

tuanya. Pendapat ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan politik yang menghendaki penghormatan 

pada kebebasan orang tua ketika memastikan bahwa pendidikan agama dan 

75 ibid. 
76 ibid. 



atas pendidikan bebas adalah persyaratan tentang isi pendidikan, Pasal 14 yang 

menyatakan: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, yang pada waktu menjadi 

Pihak tidak dapat menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma- 

cuma di daerah kota atau daerah lain yang berada di bawah yurisdiksinya, 

hams berusaha, dalam jangka waktu dua tahun, menyusun dan menetapkan 

rencana kegiatan yang terperinci untuk dilaksanakan secara bertahap, prinsip 

pendidikan wajib yang cuma-cuma bagi sernua orang yang hams ditetapkan 

dalam rencana tersebut". 

Bagi kebanyakan orang, hak atas pendidikan secara efektif adalah 

hak yang kosong -keterampilan yang melampaui kemampuan dasar untuk 

membaca, menulis dan men&tung tidak akan menjadi suatu prioritas bagi 

mereka yang nafkahnya hanya cukup untuk menyabung hidup. Bagi mereka, 

tumpang sari, keterampilan dalam peternakan hewan, dan kesehatan akan 

menunjukkan hal yang lebih menguntungkan dalam meningkatkan kualitas 

hidup mereka. Banyak program PBB dan LSM yang bertujuan untuk 

memperbaiki pendidikan kesehatan (gizi, sanitasi, reproduksi dan lain-lain) 

serta keterampilan bertani (metode-metode baru, peralatan dan lain-lain). 

Pasal 26 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa pendidikan hams 

ditujukan untuk pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, penguatan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta pemajuan kegiatan PBB. 
- -- - -- -- 

T iq--a . . jukan dan medorong hak asasi m a n u s i a r -  

dibicarakan setelah ini. Hal-ha1 yang lebih rinci dapat diambil dari instrumen- 



instrumen lainnya. Kebutuhan akan toleransi dan pengertian dapat dilihat 

dari berbagai instrumen PBB dan UNESCO yang melarang diskriminasi karena 

alasan tertentu (dalam pendidikan sendiri berkenaan dengan instrumen 

UNESCO --Pasal 5). Ini seiring dengan pengakuan akan nilai-nilai budaya - 

Pasal 17 ayat (3) dari Piagam Afrika, misalnya, yang memberikan kewajiban 

pada negara untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai moral dan tradisional 

masyarakat Afrika. Tujuan penghapusan buta huruf dianggap sebagai kewajiban 

yang menfiat, menurut Pasal 34 Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, 

ketentuan-ketentuan lainnya mengenai hak atas pendidikan agama (diberikan 

untuk kaum min~r i tas )~~.  

Anak-anak pekerja migran dan anak-anak dari pencari suaka atau 

pengungsi memiliki hak-hak khusus mengenai bahasa yang digunakan 

dalam pendidikan yang disediakan. Misalnya, Konvensi PBB menganai status 

Pengungsi tahun 195 1 mewajibkan pengungsi hams diberi perlakuan yang 

sama dengan orang asing dalam ha1 pendidikan dan pengakuan kualifikasi 

sewaktu berada di Eropa. Piagam Sosial yang direvisi tahun 1996 (Dewan 

Eropa) mewajibkan agar anak-anak pekerja migran untuk diajar sejauh yang 

dapat dilakukan dalam bahasa ibu mereka. Adalah menarik bahwa Pasal 19 

yang sama juga mewajibkan negara penerima untuk mengatur agar para 

pekerja migran dan keluarganya diajar dalam bahasa nasional. Hal ini jelas 

- - 
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akan memungkinkan para migran, setidaknya secara sebagaian, berintegrasi 

ke dalam m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Hak pendidikan minoritas cukup berkembang dengan baik, dan 

dapat dikatakan merupakan kelanjutan yang wajar dari pemajuan toleransi. 

Ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci tentang bahasa pendidikan 

kemudian terdapat dalam Piagam Eropa untuk Bahasa-Bahasa Regional 

atau Minoritas dan Konvensi Kerangka untuk Perlindungan Minoritas 

Kebangsaan. Pendirian yang sama juga diambil oleh Organisasi Negara- 

Negara Amerika (OAS). Pasal 13 Protokol San Salvador (ESCR) menuntut 

agar pendidikan memajukan penghormatan terhadap pluralisme idiologis, 

untuk pada akhirnya menyiapkan setiap orang guna berpartisipasi dalam 

masyarakat yang demokratis dan pluralitis. Hal ini mendukung prasyarat 

pendidikan bagi penikmatan hak partisipasi politik.79 

Nowak menyimpulkan bahwa terdapat empat tujuan dasar 

pendidikan yang telah disepakati secara universal: (1) memungkinkan umat 

manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya; (2) 

memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyaralat 

yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada 

peradaban, kebudayaan, dan agama lain; (3) untuk mengembangkan 

penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam; (4) 

-- 

78 Ibid. hlm. 12 1 
79 Ibid. 



mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar 

dan pemeliharaan perdarnaian.80 

Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pendidikan, Katarina 

~ o m a s e v s k i , ~ ~  semakin lama menjadi semakin kecewa ketika melihat 

banyaknya hambatan politis bagi pemberian pendidikan untuk semua. Pada 

tahun 1998, Komisi HAM PBB membuat jabatan Pelapor Khusus untuk 

hak atas pendidikan (Res, 1998133). Katarina Tomasevki diangkat untuk 

menduduki posisi tersebut selama tiga tahun, dengan mandat yang 

mencakup penelitian hambatan-hambatan yang merintangi perwujudan hak 

atas pendidikan. Dengan berasosiasi dengan progran-program Komite 

tentang Hak Anak dan Organisasi Perburuhan Intemasional untuk 

penghapusan pekerja anak, ia telah bekerja untuk menangani isu-isu yang 

diangkat berkenaan dari kesenjangan antara umur minimum dalam 

menyelesaikan sekolah wajib dan umur minimum untuk bekerja. Pelapor 

Khusus itu juga telah bekerja dengan Bank Dunia yang berusaha dan 

membuat suatu kebijakan guna memantau peminjaman uanag untuk 

pendidikan guna mengidentifikasi di mana saja pendidikan dasar masih 

dikenai biaya. D ari sudut pandang Bank Dunia, pendidikan adalah tiket 

untuk keluar dari kemiskinan, dan dengan demikian memajukan pendidikan 

akan memberikan sumbangsih demi pencapaian tujuan organisasi tersebut, 

yakni penghapusan kemiskinan. 

ibid, hlm. 122 
Ibid. 



Penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memerangi perang dan 

konflik juga menjadi perhatian Pelapor Khusus tersebut, demikian pula 

dengan penggunaannya untuk memerangi diskriminasi, terutama yang 

didasarkan pada jender. Sepuluh tahun Inisiatif PBB untuk Pendidikan 

Anak Perempuan mengharuskan kerja sama antara Pelapor Khusus 

tersebut, Program Pembangunan PBB, UNICEF dan juga dukungan negara. 

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari respon atas seruan Sekretaris 

Jenderal PBB bagi Pemberdayaan Anak Perempuan, Pelapor khusus 

tersebut melihat bahwa seringkali terdapat bias jender yang 

mendiskriminasi anak perempuan, apalagi menyangkut membahas 

pendidikan.82 

Pada kesimpulannya pelapor PBB mengadvokasikan 4 (empat) 

untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia 

internasionalnya, negara hams membuat pendidikan (available), dapat 

diakses (accessible), dapat diterima (accebtable), dan dapat diadaptasikan 

(adapts ble) 83. 

D. ALUR PENENTUAN KEBIJAKAN PENGATURAN PEMENUHAN 

HAM 

Tabel 1. Uraian Perrnasalahan Kebij akan Pengaturan Pernenuhan Hak Asasi 

Manusia 

Jenis Hak 

Setiap orang 

821bid, hlm. 123 
83 Ibid. 

Implementasi 

Negara 

Peluang 

APBN untuk 

Kendala 

Terbatasnya 

Strategis 

Adanya tunj angan 



berhak atas 

pemenuhan 

kebutuhan 

dasarnya 

untuk 

berkernbang 

secara layak 

mendirikan 

sekolah-sekolah 

formal dan non 

formal, bantuan 

BOS Yang 

miskin dapat bea 

siswa dengan 

kartu menuju 

sejahtera sebagai 

tanda miskin 

(KMS) 
I I L 

Sumber; Kabupaten Gunungludul 

dana dan 

daerah *miskin 

dan gersang, 

berbukit, PAD 

rendah, 

pendidikan 

rendah 

(kesadarann ya), 

budaya hidup 

mewah dan 

kredit-kredit 

pendidikan 20% 

adanya otonomi 

daerah, adanya 

DAK dan DAU, 

pendidikan 

merupakan 

urusan wajib 

daerah 

profesi guru dan 

gudacil, pendirian 

SMK lebih banyak 

dari SMU, wajib 

belajar 9 tahun ke 

wajib belajar 15 

tahun, Kelompok 

Belajar 

Masyarakat(Kl3M) 

Tabel 2. Matrik Analisa Pendidikan 

I I I 

1. Aspek politik 1 Terdapat peraturan 1 Maih kurangnya I Dukungan DPR 

Evaluasi I Kekuatan 

hukum per UU yang secaara 

nasional mengatur 

kebijakan pendidikan 

UU No. 20 Tahun 

2003 APBN dan 

APBD cukup tinggi 

rengking satu dari 

yang lain 20% untuk 

anggaran pendidikan 

minimal 

Kelemahan 

Perda Pendidikan 

untuk pemenuhan 

pendidikan dasar 

dan menengah, 

banyaknya budaya 

asing lewat TV, 

HP, internet yang 

menganggu murid 

belajar 

Peluang 

dan masyarakat 

akan pendidikan 

cukup tinggi dan 

dapat 

di tindaklanjuti 

dengan terobosan 

baru, jurusan 

SMK disesuaikan 

dengan unggulan 

daerah maka 

berdiri SMK 

---- 

-- 

Kelautan 



Evaluasi 

2. Kebijakan 

3. Sistem informasi 

Kekuatan 

Kebijakan 

pendidikan sudah 

mendorong untuk 

terjadinya 

pemenuhan 

pendidikan secara 

merata, 

peningkatan mutu 

untuk semua 18 

kecamatan dan 

144 desa sudah 

mempunyai SD di 

Kabupaten 

Gunungkidul 

Sistem informasi 

tentang 

pemenuhan 

pendidikan 

sebagaian sudah 

bisa diakses 

melalui situs 

pendidi kan 

Kelemahan 

Program Yaw 

dirumuskan dari 

kebijakan belurn 

mampu menuntaskan 

Wajar 9 tahudl5 

tahun terutama bagi 

warga miskin (siswa 

miskin) 

Kelemahan sistem 

informasi tentang 

pendirian sekolah- 

sekolah baru yang 

inenggeser sekolah 

yang telah ada, 

belum dikoordinir 

sehingga terj adi 

regruping SD, SMP, 

juga belum adanya 

pemerataan 

pendirian sekolah di 

daerah pedlaman 

Peluang 

Adanya Pilkadal 

diharapkan dengan 

pergantian bupati ada 

peluang baru 

Sistem informasi 

pendidikan yang sernakin 

terbuka dan dapat diakses 

ke kota-kota kabupaten 

dan dapat mendorong 

pelaksanaan kegiatan 

pemenuhan pendidikan 

dasar dan menengah 

untuk dikomentasikan 

lewat publikasi dan mas 

media baik elektronik 

maupun surat kabar 



Kekuatan -----l 
Telah terbentuk 

Komite Sekolah 

Dewan Guru dan 

Dinas Dirjen dari 

pusat s/d daerah, 33 

propinsi, 524 

kabupaten, ada UPT 

sekolah, adanya 

KPK pusat dan LOD 

di daerah dan adanya 

MK di pusat 

Lembaga- 

lembaga 

ada 

sebagian 

terpencil 

sebagian di 

perbatasan 

dan 

sebagian di 

pedalaman 

yang sulit 

dij angkau, 

kekurangan 

guru wiyata 

bakti 

Seiring dengan 

perhatian 

terhadap 

pemenuhan 

pendidikan 

maka sangat 

dimunglunkan 

apabila semua 

daerah memiliki 

tim yang baik di 

bidang 

pemenuhan 

pendidikan, 

adanya otonomi 

daerah 

Ancaman Kelemahan 

Masih ada KKN 

di bidang 

pendi di kan 

sekalipun tidak 

berkembangnya 

kelompok 

belaj ar 

masyarakat alias 

minat baca 

rendah 

Peluang 

5. Sumber 

daya 

manusia 

Evaluasi 

Terdapat sejumlah 

pemimpin lembaga 

Kekuatan I Kelemahan 1 Peluang 

(pejabat) Yang 

banyak mendukung 

dari tingkat pusat s/d 

daerah, disarnping 

itu juga dukungan 

dari LSM-LSM, 

yayasan, lembaga 

non pemerintah, 

Budaya 

KKN masih 

h a t ,  masih 

dijumpai 

ijazah palsu, 

sertifikat 

guru, 

portopolio 

palsu 

Masih semangat 

reformasi 1998 

dan adanya 

semangat untuk 

belajar dan 

aturan pangkat 

baru dalam 

jabatan pegawai 

negeri 

Sumber: Kabupaten Gunungkidul 
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mlh-pend-  

200 juta jiwa 

-- 



Dengan diketahui permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) dari 

uraian maka jenis implementasi dan kendala serta peluang dan strategis 

sehingga alur pemikiran dapat diidentifikasi secara baik dan benar dan 

adanya jalan keluar atau keputusan yang sudah mempertimbangkan adanya 

evaluasi dari kekuatannya, kelemahannya dan adanya peluang, sehingga 

pertimbangan dari semua itu dapat diambil suatu keputusan yang tepat 

sasaran, tepat waktu, tepat dana, dan tepat pelaksanaannya siapa? Bahkan 

aspek ancaman yang munglun timbul dari adanya keputusan atau kebijakan 

sudah bisa diprediksi secara akurat penanganannya sehingga kekuatan luta 

mampu mengatasi ancaman yang akan terjadi sesuai dengan rencana. 



BAB I11 

OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI 1998 

A. Otonomi Daerah 

Agenda otonomi daerah merupakan agenda nasional yang sangat 

penting mengingat kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia terutama dilihat dari dimensi demografis dan 

geografis. Negara yang memiliki penduduk dua ratus dua puluh juta lebih laki- 

laki dan peempuan dengan berbagai macarn karekteristiknya dan berada dalam 

suatu wilayah geografis yang membentang luas mencapai ribuan kilometer, 

tidaklah dapat dipaksakan untuk dikelola secara sentralistis telah terbukti 

menimbulkan implikasi negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak 

efisien dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, 

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang- 

~ n d a n ~ . ~ ~  
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Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan 

yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang 

dalam ketetapan MPR RI Nomor XVlMPRl1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XVlMPRl1998 tersebut di 

atas, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan surnber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah 

juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan, dan keadilan, serta mernperhatikan potensi dan keanekaragaman 

d a e r a l ~ . ~ ~  

Mengingat bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai 

dengan runtuhnya pemerintahan Orde baru, pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia belurn menunjukkan ha1 yang berarti. Padahal beberapa undang- 

undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih 

berganti akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah belum efektif. Oleh sebab 
- 

-- P barn mengenai, yaitu Undang- " 
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Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- 

Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Daerah (Mudrajat Kuncoro, 2004: 6). Pada tahun 2004 UU No. 22 Th. 

1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan UU No. 

25 Th. 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 

1. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 

Dengan te rjadinya reformasi tahun 1998 maka tuntutan dernokratisasi 

melahirkan juga tuntutan desentralisasi dan otonomi ' daerah, maka tuntutan 

perubahan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah pun bergulir. 

Reformasi akhirnya menghasilkan UU No. 22 Tahun 1999 yang lebih reformis 

dari pada UU No. 5 Tahun 1974 yang dipandang sentralistis dan otoriter. 

Perubahan mendasar pada peran dan fungsi DPR (D) yang dulu hanya sebagai 

cap setempel berubah sebagai yang seimbang dengan pernerintah sehingga 

diharapkan dapat menjadi ceck and balance atau sebagai keseimbangan atas 

jalannya roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (sebagai fungsi 

kontrol dan pengawas dan hak inisiatif yang makin berperan secara normal) 

Agenda otonomi daerah merupakan agenda nasional yang sangat 

penting mengingat kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia terutama dilihat dari dimensi demografis dan 

geografis. Negara yang memiliki penduduk dua ratus dua puluh juta lebih laki- 

laki dan peempuan dengan berbagai macam karekteristiknya dan berada dalam 

- - - --- J a L n U W T I n t a n g h a u a e n c a ~ a i  ribuan kilometer, 

tidaklah dapat dipaksakan untuk dikelola secara sentralistis telah terbukti 



menimbulkan implikasi negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak 

efisien dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, 

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk dan susunan pernerintahannya ditetapkan dengan undang- 

~ n d a n ~ . ~ ~  

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1 945 merupakan landasan 

yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang 

dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XVlMPRl1998 tersebut di 

atas, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan surnber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

- -- - - 
keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah 
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juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 

Sidang tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000 tersebut MPR 

mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPRl2000 tentang Rekomendasi 

Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Melalui Ketetapan 

tersebut, MPR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR agar 

ditintaklanjuti, antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan otonomi daerah bagi 

daerah-daerah lain sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadual yang 

telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-ha1 sebagai b e r i k ~ t . ~ ~  

a. Keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua 
undang-undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir 
Desember tahun 2000. 

b. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera 
memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. 

c. Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi 
secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai 
kemampuan yang dimilikinya. 

d. Jika keseluruhan peraturan pemerintah belum diterbitkan sampai dengan 
akhir Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk 
menyelenggarakan otonomi dibenkan kesempata 1 1 untuk menerbitkan 
peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah 
telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait hams disesuaikan dengan 
peraturan pemerintah dimaksud. 

-- - - -  
--- 

--- --- 

76 Ibid.. hlm. 2 
77 Dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Nusa Media, PO 
Box 137 Ujungberung, Bandung, 2009, hlm. 205 



Apabila mendasarkan pada rekomendasi Tap MPR tersebut 

sesungguhnya Daerah memiliki dasar yang kuat untuk membentuk Perda, 

karena sampai batas waktu yang ditentukan (akhir Desember 2000) belum 

semua peraturan pemerintah diterbitkan. Rekomendasi MPR tersebut dapat 

ditafsirkan sebagai penegasan terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 

yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. 

Tahun 1999 merupakan titik balik penting dalam sejarah desentralisasi 

di Indonesia, karena akhirnya Pemerintah Pusat bersedia 

merdesentralisasikan kewenangannya yang dibuka pada tanggal 7 Mei 1999 

dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada 

tanggal 19 Mei 1999 lahir UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam 

UU No. 22 Tahun 1999 adalah: (1) penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta potensi dan keanekaragaman daerah. (2) pelaksanaan otonomi daerah 

didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. (3) pelaksanaan 

otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan 

daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang 

terbatas. (4) Pelaksanaan otonomi daerah hams sesuai dengan konstitusi 

negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara flusat dan uaerah 



serta antar-daerah. (5) Pelaksanaan otonomi daerah hams lebih meningkatkan 

kernandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah 

kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan 

khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti kawasan otorita, 

kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan indu  s t r i  , kawasan 

perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan 

baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah 

otonom. (6) Pelaksanaan otonomi daerah hams lebih meningkatkan peranan 

dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai h g s i  legislasi, h g s i  pengawas 

maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (7) 

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 

kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai 

wakil pemerintah. (8) Pelaksanaan asas tugas pernbantuan dimunglunkan, tidak 

hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan daerah 

kepada desa yang disertai dengan pernbiayaan, sarana dan prasarana, serta 

sumber daya manusia dengan krwajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 

UU No. 22 Tahun 1999 yang secara substantif mengubah paradigma 

hubungan Pusat dan Daerah dari corak sentralistik di bawah UU 1Vo. 5 Tahun 

1974 menuju ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik. Di dalam UU No. 

22 Tahun 1999 Pasal 7, ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan - - - -- 

menjadi urusan Pemerintah Daerah, kecuaii kewenangan daiam b i b q p i j  



politik luar negeri; b) pertahanan keamanan; c) peradilan; d) moneter dan fiskal; 

e) agama, serta kewenangan hidang lainnya. Kewenangan bidang lain tersebut 

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 

pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem 

adrninistrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 

pernberdayaan surnber daya manusia, pendayagunaan surnber daya dam serta 

teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 

Adapun kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan 

provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau 

belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan 

provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang 

pemerintah? yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah 

(Pasal9). 

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua 

kewenangan pernerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 

dan Pasal 9. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah 

kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan m u m ,  ke-sehatan, pendidikan 

dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, 

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 

(Pasal 11 ayat (2)). Namun sayang, sampai berakhirnya UU No. 22 Tahun 
- -- -- -- -- 

1999 yang kemudian dlganti dengan UU No. 32 Tahun 2003, Pe- 



Pemerintah yang mengatur kewenangan daerah kabupatedkota belum pernah 

diterbitkan. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 1999, pada 

tanggal 6 Mei 2000 Pemerintah menetapkan PP No. 25 tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

Di dalam Pasal 2 PP No. 25 Tahun 2000 ditentukan kewenangan Pemerintah 

Pusat lebih bersifat kebijakan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan 

keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber 

daya alarn serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi 

nasional. 

Kemudian di dalam Pasal 3 dinyatakan, kewenangan provinsi sebagai 

daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang 

bersifat lintas kabupatedkota serta kewenangan dalam bidang 

pemerintahan tertentu lainnya, meliputi perencanaan dan pengendalian 

pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi 

sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, 

pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi 

dagang dan budayalpariwisata, penanganan penyakit menular dan hama 

tanaman dan perencanaan tata ruang propinsi. Selain kewenangan tersebut di 

- - - - 
atas dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh KabupatenIKota, 

-- --- --- --- --- 

Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau beium ciapat 



dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Kewenangan KabupatenKota di bidang 

tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh 

Propinsi dengan kesepakatan antar KabupatedKota dan Propinsi. 

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh 

KabupatedKota, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. KabupatenfKota tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau 

beherapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui 

kerjasama antar KabupatenKota, kerjasama antar KabupatenKota dengan 

Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi; 

b. Pelaksanaan kewenangan melalui kejasama atau penyerahan suatu 

kewenangan kepada Propinsi hams didasarkan pada Keputusan 

Kepala Daerah KabupatenKota dengan persetujuan DPRD 

KabupatenKota; 

c. BupatiIWalikota wajib menyampakan keputusan mengenai penyerahan 

kewenangan kepada Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada 

Gubernur dan Presden dengan ternbusan kepada Dewan Pertimbangan 

Otonomi Daerah. 

d. Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi 

Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan 

tersebut; 

e. Dalam ha1 Presiden tidak memberkan persetujuan, kewenangan tersebut 

- - - - - - 
harus dilaksanakan oleh Kabupt atenKota; 

-- 

f. Apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan 



tersebut diserahkan kepda Propinsi; 

g. Apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak mernberikan 

tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui; 

h. Sebagai akibat dari penyerahan tenebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom 

harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang 

dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah; 

i. Apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana 

dimaksud huruf h, maka propnsi mienyerahkan kepada Pemerintah dengan 

mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c sampai huruf 

h; dan 

j. Apabila KabupatedKota sudah menyatakan kemampuannya menangani 

kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib 

mengembalikannya kepada KabupatenlKota tanpa persetujuan Presiden. 

Semangat otonomi daerah dimulai dengan peruhan simbolisasi pada 

nama daerah otonom. Istilah tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati 11) 

dihapuskan, dan diganti dengan istilah yang lobih netral, yaitu Propinsi, 

Kabupaten dan Kota. Hal ini didasari semangat untuk menghmdari citra bahwa 

tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hirarkhis lebih berkuasa daripada tingkatan 

lebih rendah (Dati 11). Padahal dua-duanya merupakan badan hukum yang 

terpisah dan sejajar yang mempunyai kewenangan berbeda. 

- - - UU No. 22 Tahun 1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi 

yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi. Pemerintahan Kabupaien 



dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat yang sangat kuat melalui 

perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom (Local Self-government) dan 

Kepala Wilayah Administrate (Field Administration). Bupati dan Walikota 

adalah Kepala Daerah Otonom saja. Semcntara itu jabatan Kepala Wilayah 

pada kabupaten dan kota (dulu Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi. 

Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD Kabupatenl Kota 

tanpa melibatkan pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karena 

itu, BupatiNalikota hams bertanggung jawab kepada dan bisa diberhentikan 

oleh DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu Pemerintah Pusat 

(Presiden) hanya diberi kekuasaan untuk 'memberhentikan sementara' 

seorang BupatiNalikota jika dianggap membahayakan integrasi na~ional.~' 

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan perubahan mendasar dalarn 

desain kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota dilakukan 

pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar 

kepada Daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi 

yang berkernbang di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan 

yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai pedoman 

ataupun aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki 

kesanggupan untuk melak-sanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur 

urusan daerahnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda). 

78 Ibid, hlm. 210 



Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki 

wewenang atribut - lebih-lebih sebagai subyek hukum (publiek rechspersoon, 

public legal entity) - benvenang membuat peraturan-peraturan untuk 

menyelcnggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada 

Pernerintah Daerah (pejabat adrninistrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang 

fungsi legislatif di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fimgsi legislatif 

DPRD. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, wewenang DPRD membentuk Perda 

dilakukan bersarna gubernur, bupati, dan walikota Goint authority). Bahkan dalam 

Pasal 69 masih tergambar dominasi eksekutif daiam pembentukan Perda 

dengan menyebutkan: "Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan 

DPRD". Rumusan ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) 

yang menyebutkan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- 

undang dengan persetujuan DPR". Ketentuan ini telah diaturkembali dalam 

Perubahan Pertama ULTD1945. Menurut ketentuan konstitusional yang baru 

(Pasal 5 ayat (I)), Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan UU. Dan di 

bagian lain dari Perubahan Pertama UUD 1945 menyebutkan: "DPR 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Mengikuti perubahan 

konstitusional yang baru, maka sernestinya ada perubahan pula dalam 

wewenang membuat Perda. DPRD yang mempunyai kekuasaan membentuk 

Perda. Kepala daerah hanya mempunyai hak inisiatif mengajukan Rancangan 

-- - 
ppp- 

Perda dan mengesahkannya setelah disetujui D P R D . ~ ~  
--- --- --- --- --- --- ---- 

79 Ibid, hlm. 2 1 1. 



UU tersebut mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berik~t:~' 

(1) Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD.~' 

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 

pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

(3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan mum, Perda lain, atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(4) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, 

atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak- 

banyaknya lima juta rupiah.82 

(5) Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan ~ e r d a . ~ ~  

(6) Perda dan Keputusan kepala daerah yang mengatur, dimuat dalarn 

lembaran daerah. 

(7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 

pelanggaran Perda (PPNS Perda dan keputusan kepala daerah). 

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda 

mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan nunah tangga di 

bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat 

(UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 7). Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak 

mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. 

~ ---- 
--- 

so Ibid 
--- ---- 

a' Ibid 
82 Ibid 
83 Ibid 



Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan 

substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Perda di 

bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi 

urusan pemerintahan atau suatu kepentingan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  Khusus untuk 

kabupaten dan kota, UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) menentukan 

bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan. Bidang-bidang itu 

adalah: Pekerjaan umurn, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanian, koperasi, dan tenaga kerja. 

Namun kewenangan wajib tersebut yang selarna ini dijalankan secara sektoral, 

masih diatur dengan berbagai perundang-undangan yang tidak secara otomatis batal 

karena kehadiran UU No. 22 Tahun 1999. UU kewenangan sektoral tersebut harm 

dicabut, diperbaiki atau diganti dengan UU yang sejenis, bukan dengan UU 

tentang pemerintahan daerah saja. 

Ada berbagai urusan yang secara substantif merupakan bidang-bidang 

yang diatur dan diurus pusat, tetapi penyelenggaraannya diserahkan kepada 

daerah. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan berbagai pertimbangan. 

Perlama, agar suatu urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif Pusat 

tidak perlu membentuk aparat sendiri di daerah, atau melaksanakan sendiri dari 

pusat. Pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedua, dalam 

pelaksanaan dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan 

- - - -  -- - -- masing-masing daerah. Tidak diperukan keseragaman secara nasional. Daerah 



bebas menentukan cara-cara melaksanakannya. Kebebasan melaksanakan ini 

menunjukkan ada unsur otonomi dalam tugas pembantuan. Karena itu ada 

yang memasukkan tugas pembantuan merupakan bagian dari otonomi. Ketiga, 

selain fungsi efisiensi dan efektivitas, tugas pernbantuan dapat juga dipergunakan 

sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rurnah 

tangga daerah. Keempat, tugas pembantuan merupakan cara pusat 

pemerintahan menunjang atau membantu daerah dengan menyediakan dana 

atau fasilitas yang diperiukan tanpa hams mencampuri pelaksanaan. Jadi, ada 

unsur timbal balik. Daerah membantu pusat, dan pusat membantu daeral~.'~ 

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 

pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud "penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Suatu penjabaran lebih 

lanjut peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi oleh satuan pemerintahan yang 

lebih rendah dapat dilakukan dalam rangka tugas pembantuan atau 

dekonsentrasi. 

Kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan dekonsentrasi 

dengan satuan pemerintahan tingkat lebih tinggi. Karena itu Perda sebagai 

penjabaran lebih lanjut mestinya hanya mungkin dalam tugas pembantuan. 

Propinsi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan tingkat lebih 

tinggi. Tetapi hubungan ini tidak dengan pemerintah daerah propinsi melainkan 

- -  - - -  

as Ibid, hlm. 213. 



dengan gubemur, sebagai wakil pusat. Karena itu tidak mungkin dibentuk 

Perda untuk melaksanakan tugas dek~nsentrasi.'~ 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kelembagaan daerah yang 

pembentukannya hams ditetapkan dengan Peraturan Daerah adalah 

pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

Di dalam Pasal 86 ditegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan 

setelah ditetapkannya APBN. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. 

Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 

tiga bulan setelah berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan. 

Kernudian dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Ke- 

uangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, secara khusus telah menetapkan 

landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan 

produk pengaturan sebagai berikut: 

a Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur 

dengan Peraturan Daerah; 

b. Sistern dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut; 



c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan 

Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan; 

d. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan 

dokumen Daerah sehingga dapat diketahui olch masyarakat. 

Pasal 19 ayat (3) UU No. 25 Tahun 1999 menentukaq APBD, Perubahan 

APBD, d an P e r  hi  tun gan APBD ditetapkan dengan Perda. Dilanjutkan 

dalam Pasal20 ayat (1) dan (2), APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat 1 

(satu)bulan setelah APBN ditetapkan. Perubahan APBD diletapkan dengan 

Perda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebeium berakbirnya tahun 

anggaran. 

Pasal 23 Ayat (1) menegaskan ketentuan tentang pokok-pokok 

pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Perda. Penjelasan Ayat (1) 

mernerinci pokok-pokok muatan Perda tersebut, antara lain, kerangka dan garis 

besar prosedur penyusunan APBD, kewenangan keuangan Kepala Daerah dan 

DPRD, prinsip-prinsip pengelolaan kas, otorisasi pengeluaran kas, tata cara 

pengadaan barang dan jasa, prosedur melakukan pinjaman, dan 

pertanggungjawaban keuangan. Ayat (2) menetapkan, sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai 

dengan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Ayat (2) 

menegaskan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi, antara 

lain, struktur organisasi, dokumentasi, dan prosedur terperinci dalam 
--- 

pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan 



efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Selain itu, sistem dan prosedur tersebut 

harus dapat menyediakan informasi pada Pemerintah Pusat secara akurat dan 

tepat pada waktunya. 

Perda dibuat oleh Kepala Daerahbersama-sama DPRD. Rancangan Perda 

yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak menjadi Perda dapat 

langsungberlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa hams menunggu 

pengesahan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (untuk Perda 

Kabupatefiota) atau pun Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden (untuk 

Perda Propinsi). 

Oleh karena Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernurl 

Bupati/Walikota dengan DPRD, maka tata cara membentuk Perda harus ditinjau 

dari beberapa unsur pemerintahan daerah ter~ebut.'~ 

(a) UmurDPRD 

Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak 

dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian 

dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak 

langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif. 

(b) Unsur Kepala Daerah 

Keikutsertaan kepala daerah dalam pembantukan Perda, mencakup 

kegiatan-kegiatan: 1) Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah 

memegang kekuasaan membentuk Perda; 2) Bersama-sama DPRD 



membahas Raperda; 3) Menetapkan Raperda yang telah disetujui DPRD 

menjadi Perda; 4) Pengundangan. 

(c). Unsur Partisipasi 

Partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD 

dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk Raperda atau 

Perda. 

2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Perubahan UU No. 22 tahun 1999 selain terjadi karena adanya 

perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali perubahan, juga 

memperhatikan perubahan UUD 1945 Pasal 18 terjadi pada Sidang Tahunan 

MPR Tahun 2000, sedangkan UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 lahir 

tahun 1999 mendahului perubahan Pasal 18 UUD 1945. Selain itu juga 

memperhatikan Ketetapan MPR RI No. IV dan Ketetapan MPR RI No. VI 

tentang Perekonomian dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 

Reformasi Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR RI oleh Presiden, 

DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 dan 

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom 

wakil pemerintah danlatau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

Otonomi daerah atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi 

masyarakat di daerah maupun pemerintahan nasional. Shabbir Cheema and 

98 



Rondinelli menyampaikan ada 14 alasan yang merupakan rasionalitas dari 

desentralisasi, yaitu : 

1. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi 
keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan 
mendelegasikan sejurnlah kewenangan, terutama dalam perencanaan 
pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan. Dengan 
desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan 
kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. 

2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur 
yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 

3. Dengan desentralisasi memunglunkan kontak hubungan menjadi 
meningkat antara pejabat dan masyarakat sehingga perumusan 
kebijaksanaan lebih realistik. 

4. ~esentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi rencana yang lebih 
baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah terpencil. 

5. Desentralisasi memunglunkan representasi yang lebih luas di dalam 
perencanaan pembangunan sehingga dapat memperluas surnber daya dan 
investasi pemerintah. 

6. ~esentrafisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan sehingga 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil alih fungsi yang 
selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat. 

7. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat, 
sehingga pemerintah pusat tinggal melakukan supervisi dan pengawasan 
terhadap implementasi kebijaksanaan. 

8. ~esentralisasi juga dapat menyediakan struktur dimana berbagai 
departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama pejabat 
daerah dan sejurnlah NGOs di beberapa desa. 

9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna 
melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
implementasi program. 

- - 

10. Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan akan 
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal. 

1 1 .  Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan 
yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. 

12. Desentralisasi mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor 
dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih 
baik. 

13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional 
yang berdampak pada pemeliharaan sistem politik. 

14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat 

-- 
lokal dengan biaya yang lebih murah." 

88 Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka 
Pelajar beke jasama dengan Pusat Pengkajian Politik dan Pembangunan, Yogyakarta, 2005, hlm. 
32 



Oleh karena itu, desentralisasi/otonomi daerah merupakan pilihan yang 

baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia, adanya 

desentralisasi, daerah akan menjadi kuat, kalau daerah h a t ,  negara juga akan 

h a t  karena daerah merupakan pilar bagi sebuah negara dimanapun.89 

Baik secara konseptual maupun hukurn, pasal-pasal baru pemerintahan 

daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik 

pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-ha1 tersebut tampak dari prinsip- 

prinsip dan ketentuan-ketentuan berihtgO : 

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). 
Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu 
pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalarn 
pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas 
pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan 
gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan 
peemrintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur 
pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, bupati, 
walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah. 

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 10 ayat (5)). Meskipun 
secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi 
karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi 
daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatan 
yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari 
pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat, Pasal 18 
(baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-lusanya. Daerah berhak 
mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh 
undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat. 

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)). Prinsip 
ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak hams 
seragam (uniformitas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh 
berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. 

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)). Pengakuan dan 
penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak 

-- --- 

90 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 
Yogyakarta, 2001, hlm. 7 dalam N'matul Huda, Otonomi Daerah, Filosoj?, Sejarah 
Perkembangan dun Problematika, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, 2005, hlm. 20. 



tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip negara kesatuan. 

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). 

6. Prinsip badan pewakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum 
(Pasal 18 ayat (3)). Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota dipilih secara 
demokratis. 

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah hams dilaksanakan secara selaras dan 
adil (Pasal 18 A ayat (2)). Prinsip ini diterjemahkan dalam Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan 
menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, kenangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 
lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat (5) dan 
(6)). 

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara 

pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 

menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- 

undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 

tugsa pembantuan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian 

urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di 

daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah danlatau 

pemerintahan desa. 

- - D Z m U J d a n g - ~ n d a n g  Nomor 32 'l'ahun 2004, kewenangan 

pemerintahan lebih diperjelas. Di dalam Pasal 13 dan 14 ditegaskan, urusan 



wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan propinsi dan pemerintahan 

kabupatedkota meliputi9' : 

I .  Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan Pendidikan; 
7. Penanggulangan masalah sosial; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
1 1. Pelayanan pertanahan; 
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13. Pelayanan administrasi urnum pernerintahan; 
14. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya' 
16. Urusan wajib lainnya yang diarnanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

Sedangkan wusan pemerintahan propinsi dan pemerintahan 

kabupatedkota yang bersifat pilihan antara lain pertarnbangan, perikanan, 

perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. 

Irnplementasi otonomi daerah pada prinsipnya juga merupakan bagian 

dari respon pemerintah terhadap pergeseran paradigma sebagai berikut : 

1. Perbaikan dari government to governance. 

2. Perubahan peran pemerintah dari unsur pelaksanaan (rowing) menjadi 

lebih banyak sebagai unsur pendorong (steering), melalui desentralisasi, 

peningkatan daya saing, dan peran masyarakat dan dunia usaha. 

3. Perubahan dari orientasi pengaturan (rule driven) kepada orientasi misi 

(mission driven). 

91 Ni'rnatul Huda, Hukum Pemerintahan. .. .. Op. Cit., hlm. 2 17. 



4. Perubahan dari orientasi kekuasaan ke demokrasi. 

5. Perubahan dari orientasi sentralisasi ke desentralisasi. 

Setelah UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 

2004 pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah 

ditegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pusat). Urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan Pusat meliputi: a) politik 

luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal 

nasional; dan f) agarna. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan kese-rasian 

hubungan antar susunan pemerintahan.92 Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara 

I Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau 

antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis 

sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib clan urusan 



pilihan.93 Penyelenggaraan msan  pernerintahan yang bersifat wajib yang 

berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan 

ditetepkan oleh Pernerintah. 

Di dalam Pasal 12 ditentukan, urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, 

pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan 

urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai 

dengan urusan yang didekonsentrasikan. r ' ' 

Pasal 13 menegaskan, urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalarn 

skala provinsi yang meliputi: 

a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d) penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e) penanganan bidang kesehatan; 

f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

potensial; 

g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupatenlkota; 

h) pelayanan bidang ketegakerjaan lintas kabupatentkota; 

i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 

93 Ibid. 



termasuk lintas kabupatedkota; 

j) pengendalian lingkungan hidup; 

k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupatedkota; 

1) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupatenlkota; 

o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupatedkota; 

p) urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 14 menentukan, urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah untuk kabupatedkota merupakan urusan berskala 

kabupatedkota meliputi: 

a. perencanaan dan prngendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c. penyelenggaraan ketertiban urnurn dan ketentrarnan masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan; 

g. penanggulangan masalah sosial; 

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
----- 

--- ---- 
- . . 

&&nengh; - i. f- 



j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan; 

1. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

rn pelayanan administrasi m u m  pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan 

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

Urusan pemerintahan kabupatedkota yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 

unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan tersebut antara lain, 

94 pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. 

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya dam dan sumber 

daya lainnya antara Pernerintah dan Pemerintahan daerah, meliputi: 

a. kewenangan, tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian 

dampak, budidaya, dan pelestarian; 

b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya; dan 

c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. 

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antar pemerintah daerah meliputi: 

94 Ibid, hlm. 2 18 



a. Pelaksanaan pemanfataan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 

menjadi kewenangan daerah; 

b. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya. 

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola 

sumber daya di wilayah laut. Di dalam Pasal 18 ditentukan, Daerah mendapatkan 

bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar d d a t a u  di dasar laut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk 

mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: 

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; 

b. pengaturan administratif; 

c. pengaturan tata ruang; 

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 

daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; 

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan 

E ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. 

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 

(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah lepas dad  atau ke arah 

perairan kepulauan untuk provinsi dan 113 (sepertiga) dari wilayah kewenangan 

provinsi untuk kabupaten,kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi 

kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya 

di wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah 



antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupatenkota memperoleh 113 (sepertiga) 

dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. 

Dalam menyelenggarakan otonomi, menurut ketentuan Pasal 21, daerah 

mempunyai hak antara lain: a) mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya; b) mengelola kekayaan daerah, dan c) mendapatkan bagi hasil 

dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di 

daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mernpunyai kewajiban antara 

lain menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan 

hidup. 

Ketentuan Penutup dari UU No. 32 Tahun 2004 Pasal237 menegaskan, semua 

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah 

otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini. 

Penjelasan Pasal 237 menyatakan, yang dimaksud dengan peraturan perundang- 

undangan dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang-undangan sektoral 

seperti UU Kehutanan, UU Pengairan, UU Perikanan, UU pertanian, UU 

Kesehatan, UU Pertanahan dan UU Perkebunan. 

Dari penegasan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut 

ada sekitar 16 urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan 

yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

KabupatedKota. 

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda 

ditentukan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  
-- 

95 Ibid, hlm. 220. 



(1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersarna 

DPRD. 

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 

pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- 

masing daerah. 

(3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum danlatau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- 

undangan. 

(5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara Iisan atau tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan Raperda. 

(6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau 

pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. 

(7) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk 

melaksanakan Perda. 

(8) Perda berlaku setelah diundangkan dalarn lembaran daerah. 

(9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda 

(PPNS Perda). 

(10)Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam Berita Daerah. 



Di dalam Pasal 140 ditegaskan, Rancangan Perda dapat berasal dari 

DPRD, Gubemur, atau BupaWalikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD 

dan Gubernur atau Bupatimalikota menyampaikan rancangan Perda 

mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang 

disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan 

Gubernur atau bupatiNalikota digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 

Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan 

komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang 

legislasi. Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda diatur dalam 

Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal 

dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan 

Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupatil Walikota dilaksanakan oleh 

sekretariat daerah. 

Pasal 144 menegaskan Rancangan Perda yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD dan Gubernur atau BupatilWalikota disampaikan oleh 

pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupatimalikota untuk ditetapkan 

sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati~Walikota paling lama 

30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam ha1 

rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupatimalikota dalam 
- 



waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan 

wajib diundangkan dengan memuatnya dalarn lembaran d a e r a l ~ . ~ ~  

Dalam membentuk peraturan daerah baik yang diatur dalarn UU 

No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

maupun menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 137, hams berdasarkan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. kejelasan 

tujuan; b, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara 

jenis dan materi muatan; d. dapat dilak-sanakan; e. kedayagunaan dan 

kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan hams 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Setiap peraturan per- 

undang-undangan selain hams dibuat oleh lembagalpejabat pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang, pembentuk peraturan 

perundang-undangan hams memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Di samping itu, juga 

hams memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalarn mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 



sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya 

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam proses pembentukannya mulai 

dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan dernikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mernberikan masukan 

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian di dalam materi muatan peraturan daerah hams 

mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. 

kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka runggal ika; g. keadilan; h. kesarnaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukurn; 

dan atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselaranan. Selain asas tersebut, 

peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi peraturan 

daerah yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan hams 

be rhgs i  memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat. Di samping itu, hams mencerminkan perlindungan dan 

penghonnatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara 

dan penduduk Indonesia secara proporsional,mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, 
- ------- 
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atau status sosial. Dan yang penting lagi, materi muatan peraturan 

perundang-undangan hams dapat menimbulkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 

penegakan hukurn, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan 

peraturan perundangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain yang 

telah diatur di atas, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan "biaya paksaan 

penegakan hukurn" yakni sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya 

kepada pelanggar Perda di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan 

pidana. 

B. Pengaturan Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU 

No. 32 Tahun 2004 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn UU No. 2211999, 

- -- 
potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya, atau dengan kata 



lain kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 

pernerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamananan,peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 

kewenangan bidang lain, 

Beberapa ha1 penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 sebagai pengganti Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai 

berikut. 

a. Diaturnya pemilihan kepala daerah secara langsung dalam satu paket 

pasangan calon. 

b. Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang hams disam paikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk 

dievaluasi (Pasal 1 85). 

c. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berhak melakukan pembinaan 

dan pengawasan (Pasal3 8 ayat 1). 

d. Ditetapkannya tiga ajaran rumah tangga dalam pemerintahan daerah, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Rurnah Tangga Materiil 

Ajaran ini mengajarkan bahwa pemerintah daerah me nyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah 

pusat. 



2) Rurnah Tangga Formal 

Ajaran ini menyatakan tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan yang diatur oleh 

daerah-daerah otonom. 

3) Rumah Tangga Riil 

Dalam ajaran ini, penyerahan urusan atau tugas kewenangan kepada 

daerah didasarkan pada faktor nyata atau riil, kebutuhan atau 

kemarnpuan dari daerah atau pemerintah pusat, dan pertumbuhan 

masyarakat yang terjadi. 

C. Otonomi Daerah di Kabupaten Gunungkidul 

Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950. 

Dan awal berdirinya hanya terdiri dari 13 kecamatan, terus ada pemekaran 

dengan lebih dahulu dibentuk kecamatan perwakilan (Cakil) 5 (lima) buah 

dan akhirnya menjadi 18 kecamatan. Setelah itu juga dibentuk pembantu 

bupati wilayah barat untuk membawahi 6 kecamatan dan pembantu bupati 

wilayah tengah, juga 6 kecamatan serta pembantu bupati wilayah timur 

disikat semua itu dengan TUTI BARAT, TUTI TENGAH, dan TUTI 

TIMUR. Dalam perkembangannya adanya pembentukan bupati tiga (kantor). 

Pembantu bupati dirasa tidak efisien dan tidak efektif, maka dihapuslah ketiga 

- 

- a - v  pembantu bupati itu. Dan ddam p - --- - - -- . - -. 

selain S ekretaris Daerah (sekda) yaitu Asis ten Pembangunan dan Asisten 



Pemerintahan serta Asisten Keuangan (dengan sebutan Asisten I, Asisten 11, 

Asisten 111). Denagan adanya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, maka 

reformasi kelembagaan daerah dilakukan dengan berdasar Peraturan 

Pemerintah No. 4812005. Maka SKPD atau terdiri: Dinas Badan dan Kantor 

(satuan kerja pemerintah daerah harus dirampingkan agar lebih efisiens, 

efektif sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Maka badan kantor 

BKKBD Keluarga Berencana Daerah dihapus dan dikembalikan ke Dinas 

Kesehatan dan kemudian dipindah lagi ke subermas sehingga KB 

penanganannya berkurang karena bencana alam Yogya banyak 

mengalubatkan kematian sehingga KB sementara dipersempit geraknya. 

Selama kurun waktu 2005-2009 telah terjadi peningkatan kapasitas 

dan kompetensi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Gunungludul melalui 

optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien untuk 

kemajuan dan kernandirian daerah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan 

dan sebagainya. 

Pada aspek kedasama antar daerah telah terbentuk forum-forum 

kerjasarna antar pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Dibidang 

pelayanan publik telah dilaksanakan sistem pelayanan satu atap bagi 

perizinan dan non perizinan. 

Peningkatan otonomi desa telah diupayakan melalui pengalokasian 

dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai sejak 2006 dan telah mampu 

-- meningkatkan kemampuan keuangan desa. Jurnlah desa yang mencapai 
-- 

swasembada sebanyak 5 desa. Reformas1 birokrasi yang c i i j a l m  



mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. Di bidang perikanan dan kelautan dengan adanya dinas baru 

perkembangannya sangat menggembirakan dengan menambah PAD dari 

delapan TPI. Dan dalam ha1 pariwisata juga dibentuk badan dinasl kantor 

pariwisata dan budaya yang cukup besar PAD nya dari pariwisata pantai ada 

8 (delapan) titik rekreasi pantai yang telah mulai digemari masyarakat daerah 

dan nasional. Dan ada program Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari) 

satu lintasan jalur selatan pendukung obyek wisata dan ekonomi serta 

pendidikan regional Jateng, Jatim, DIY, serta dibangunnya terminal Wonosari 

yang baru yang akan lebih respresenstatif mendukung transportasi lintas 

kawasan. 



BAB IV 

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN 

(STUD1 TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENGATURAN PENDIDIKAN 

DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009) 

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH TAHUN 2004-2009 

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul 

yang pernah dikeluarkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

menyangkut kebijakan di bidang pendidikan: 

1. Keputusan Bupati No. 541 KPTSI 2004, tentang Pembentukan 

Komite Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Guru Kabupaten 

Gunungludul. 

2. Keputusan Bupati No. 881 KPTSI 2004, tentang Penetapan Peserta 

Pendidikan dan Pelatihan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunun&dul Tahun 

Anggaran 2004 

3. Keputusan Bupati No. 1121 KPTSI 2007, tentang Biaya Pelaksanaan 

Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK di Kabupaten Gunungkidul 

Tahun Pelajaran 200712008 

4. Keputusan Bupati No. 1321 KPTSI 2007, tentang Penetapan Sekolah 

Dasar di Daerah Kasus di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 

5.  Keputusan Bupati No. 1361 KPTSI 2007, tentang Penetapan Guru 

-- -- 

Berprestasi Tingkat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 
-- 
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7. Peraturan Menteri Pendidikan No. 82 Tahun 2008 tentang Ujian 

Akhir Sekolah/ Madrasah Ibtidaiyahl Sekolah Dasar Luar Biasa (SDI 

MI/ SDLB) Tahun Pelajaran 20081 2009 

8. Keputusan Bupati No. 851 KPTSI 2008, tentang Penunjukan 

Penanggung Jawab dan Stimulan Bantuan Daerah Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungludul Tahun 

2008 

9. Keputusan Bupati No. 1021 KPTSI 2008, tentang Alih Fungsi SMA 

Negeri 1 Nglipar Menjadi SMK Negeri 1 Nglipar Kabupaten 

Gunungludul 

10. Keputusan Bupati No. 131 KPTSI 2009, tentang Pendirian Taman 

Kanak-Kanak Negeri Karang Mojo Kabupaten Gunungkidul 

11. Keputusan Bupati No. 151 KPTSI 2009, tentang Pengangkatan 

Pejabat Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Program Pendidikan 

Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gunungludul Tahun Anggaran 2009 

12. Keputusan Bupati No. 281 KPTS/ 2009, tentang Pernbentukan 

Komite Koordinasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak 

Usia Dini pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Gunungludul Tahun Anggaran 2009 

13. Keputusan Bupati No. 291 KPTSI 2009, tentang Pembentukan Unit 

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia 

Dini Kabupaten Gunungludul Tahun Anggaran 2009 

14. Keputusan Bupati No. 1011 KPTSI 2009, tentang Pembentukan 

Komite Subsidi Guru Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 

1. Kebij akan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

Berdasarkan Peraturan atau Keputusan Pernerintah yang ada maka 

mencakup: 
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a. pemerataan dan perluasan aksesl kesempatan memperoleh pendidikan 

bagi semua anggota masyarakat 

b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan 

c. pemantapan good governance. 

Kebijakan pembangunan pendidikan tersebut diarahkan untuk mencapai 

hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh warga menuju 

terciptanya manusia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan 

anggaran pendidikan secara berarti; 

b. Meningkatkan kemarnpuan akademik dan profesional serta 

meningkatkan j aminan kesej ahteraan tenaga kependidikan sehingga 

tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam 

peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat 

mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; 

c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 

b k u l u m ,  berupa diversifikasi kurikulurn untuk melayani 

keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku 

nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta 

diversifikasi jenis pendidikan secara professional; 

d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar 

sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, 
-- -- -- 

-- 
-- 

- . 



serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang 

didukung oleh sarana dan prasarana memadai; 

e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan 

berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan 

manaj emen; 

f. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin 

secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya 

proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat agar generasi 

muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak 

dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 

g. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tennasuk teknologi bangsa sendiri dalam 

dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna 

meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. 

Secara umum di Daerah IstimeewaYogyakarta, khususnya di 

Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi masalah akses dan pemerataan 

dalarn bidang pendidikan. Masih adanya siswa putus sekolah, baik dengan 

alasan ekonomi maupun non ekonomi. Disamping itu, kurang meratanya 

kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungludul. Pola pikir dan kemampuan 

profesional guru belum memuaskan, misalkan berkaitan dengan implementasi 

kurikulum baru. Sernentara beberapa sekolah mencanangkan diri sebagai 

-- -- - .  -- sekolah stanaar nasiond bahhrmk- 

kenaikan biaya pendidikan. 



Dalam proses pembelajaran di sekolah terdapat suatu 

subsistem/komponen yang saling berkaitan. Satu di antara 

subsistem/komponen tersebut adalah tenaga administrasi sekolah di jenjang 

pendidikan, terrnasuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keberadaan 

tenaga tersebut akan sangat mendukung peningkatan mutu dan pelayanan 

pendidikan apabila mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal 

sesuai yang disyaratkan. Di samping itu, kompetensi yang dirniliki akan 

mencerrninkan proses Good Governance. Pemenuhan standar kualifikasi dan 

standar kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah di jenjang pendidikan 

dasar dan menengah dalam jabatan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh 

penyelenggara sekolah. 

Keberadaan tenaga administrasi sekolah di jenjang pendidikan 

dasar dan menengah atau lazirnnya disebut tenaga tata usaha sekolah dalam 

proses pembelajaran sangat diperlukan. Sebagai satu komponen dalam proses 

pembelajaran, tugas dan fungsi tenaga administrasi sekolah di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah tidak dapat dilakukan oleh pendidik. Hal ini 

disebabkan: pekerjaannya bersifat administratif yang tunduk pada aturan yang 

sifatnya khusus, merupakan pekerjaan pelayanan untuk kelancaran proses 

pembelajaran, lebih memerlukan keterampilan khusus, sedikit yang 

memerlukan keahlian tertentu, memerlukan kompetensi yang berbeda dengan 

kompetensi yang disyaratkan untuk pendidik, kadang kala tidak berhubungan 

-- 

-- -- - w s w + e w = P -  
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sebagainya. 



Di samping itu, sesuai aturan kepegawaian, tugas tenaga 

administrasi sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak boleh 

dirangkap oleh tenaga fimgsional yang lain. Sebagai subsistem atau 

komponen pembelajaran, keberadaannya akan saling berkaitan dengan 

komponen yang lain agar tujuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan 

harapan. Keberadaan subsistem atau komponen tersebut harus memenuhi 

syarat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan sehingga hasil yang diharapkan dalam tujuan 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan 

rencana strategis yang telah ditetapkannya. 

Subsistem tersebut antara lain meliputi: peserta didik, pendidik, 

kepala sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi (tenaga administrasi 

sekolah, laboran, pustakawan, instruktur, bendahara sekolah, penjaga sekolah 

dan lain-lain), buku pelajaran, kurikulum, masyarakat, lingkungan sekolah, 

kebijakan pemerintah, aturanltata tertib sekolah. Seluruh komponen tersebut 

sangat beperan dan saling mempengaruhi sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun dan 

tujuan dilakukan pembelajaran dan dampak dari tujuan tersebut dapat dicapai. 

2. Pembentukan Dinas Pendidikan 

Dengan adanya Peratuaran Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2008 

Tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga, dalam 
- 

Ketentuan Umum Pasal2 disebutkan bahwa: 



(1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mernpunyai tugas 

melaksanakan urusan pernerintahan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. 

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Fungsinya dalam Pasal3 ditetapkan sebagai berikut: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan m u m  di bidang pendidikan, 

pemuda, dan olehraga; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 

c. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 

d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan; 

e. pembinaan tenaga pendidik; 

f. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yaman kanak- 

kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, 

pernuda, dan olahraga; 

g. penyusuanan dan pengembangan kurikulum; 

h. pembinaan administrasi sekolah; 

-- - 

i. peningkatan manajemen mutu pendidikan; 



j. pengendaliaan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang pendidikan, pernuda, dan olahraga; 

k. pengelolaan UPT; dan 

1. pengelolaan kesekretarian dinas. 

Organisasin ya dalam Pasal4 ditentukan sebagai beri kut: 

(1)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari: 

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas; 

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian- 

subbagian; 

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi- 

seksi 

2. Unit Pelaksana Teknis; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Subbagian Kepegawaian; 

3. Subbagian Umum; 

c. Bidang pendidikan taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri 

dari: 

1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 
- - 

- .  
2. Seks~ Kunkulurn; 



3. Seksi Bina Pendidik; 

d. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dark 

1 .  Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 

2. Seksi Kurikulum; 

3. Seksi Bina Pendidik; 

e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari: 

1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 

2. Seksi Kurikulum; 

3. Seksi Bina Pendidik; 

f. Bidang pendidikan Luar Sekolah terdiri dari: 

1. Seksi Pendidikan Masyarakat; 

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

g. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari: 

1. Seksi Pernuda; 

2. Seksi Olahraga; 

h. Unit Pelaksana Teknis 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Bidang-bidang dalam Dinas Pendidikan meliputi Bidang Pendidikan T m a n  

Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama, dan 

Bidang Pendidikan Menengah 

> Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar 

Dalarn ketentuan Pasal9 ditetapkan: 

1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan 

sarana, dan prasarana serta bina pendidik tarnan kanak-kanak dan sekolah 

dasar. 

2) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas. 

Tugasnya dalam Pasal 10 ditentukan sebagai berikut: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9, 

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai 

h g s i :  

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan 

Sekolah Dasar; 

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi taman kanak- 

kanak dan sekolah dasar; 

c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pendidikan Taman 

Kanak-kanak dan Sekolah Dasar 



d. pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan 

taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

e. pembinaan administrasi taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

f. pembinaan kurikulurn taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

g. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana taman kanak-kanak dan 

sekolah dasar; 

h. pembinaan organisasi kesiswaan sekolah dasar; 

i. pengendalian penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

j. pembinaan akreditasi sekolah dan lunerja sekolah; 

k. pembinaan dan pengembangan pendidik taman kanak-kanak dan sekolah 

dasar; 

1. pengendalian dan pelaksanaan nprrna, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

dan 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 

Dalam Pasal 1 1 terdapat ketentukan sebagai berikut: 

(1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari: 

a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 

b. Seksi Kurikulum 

c. Seksi Bina Pendidik. 



(2) S eksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 

Sedangkan tugas-tugas dari seksi-seksi Bidang Pendidikan Taman Kanak- 

kanak dan Sekolah Dasar diatur pada Pasal 12, yaitu sebagai berikut: 

(1)Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, d m  

Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; 

b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, d m  

prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

c. penyiapkan bahan danpelaksanaan kegiatan administrasi, sarana, dan 

prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan 

administrasi, sarana, dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah 

dasar; 

e. melaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan 

prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

f. menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazahl 

tanda tamatltanda lulus, dan perbaikan ijazatanda tamatltanda lulus 

taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

- - -  - g. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, 
---____- 

dan penghapusan taman kanaic-kanak dan se icdabhm;  



h. mendistribusikan sarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah 

dasar; 

i. menyiapkan bahan pendidikan dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan 

administrasi, sarana, dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah 

dasar; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. 

(2)Seksi Kurikulurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulurn; 

b. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum pendidikan taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kurikulum pendidikan taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan 

kurikulum pendidikan tarnan kanak-kanak dan sekolah dasar; 

e. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender kurikulurn 

pendidikan tarnan kanak-kanak dan sekolah dasar; 

f. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

g. mernbina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengejar, dan 
- 

evaluasi belajar pendicifkan taman k a n p ;  



h. melaksanakan inventarisasi, dokurnentasi, dan laporan hasil evaluasi 

belajar pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

i. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku 

perpustakaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

j. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar 

pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

k. melaksanakan pengembangan kurikulum; 

1. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan 

mutasi murid tarnan kanak-kanak dan sekolah dasar; 

m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kurikulum pendidikan 

taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Kurikulum. 

(3)Seksi Bina Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 

c mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik; 

b. menyusun kebijakan teknis pembinaan guru taman kanak-kanak dan 

sekolah dasar; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

d. menyusun rencana kinerja dan kinerja pembinaan guru taman kanak- 



e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

f. meningkatkan kualitas guru tarnan kanak-kanak dan sekolah dasar; 

g. melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

h. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru 

taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

i. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah taman kanak- 

kanak dan sekolah dasar; 

j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasinal di bidang pembinaan guru taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Pendidik. 

9 Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama 

Dalam ketentuan Pasal 13 ditetapkan bahwa: 

(1) Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan 

prasarana serta pendidik pendidikan lanjutan pertama. 

(2) Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama sebagaimana dimaksud pada 

- - - -  
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 



Dalam dalarn Pasal 14, terdapat rincian tugas sebagai berikut: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

13, Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Lanjutan Pertarna; 

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan admininstrasi 

pendidikan lanjutan pertama; 

c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan 

administrasi pendidikan lanjutan pertama; 

d. Pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan 

penghapusan pendidikan lanjutan pertama; 

e. pembinaan administrasi pendidikan lanjutan pertama; 

f. pembinaan kurikulum pendidikan lanjutan pertama; 

g. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan 

pertarna; 

h. pembinaan organisasi kesiswaan pendidikan lanjutan pertama; 

i. pengendalian penyelenggaraan pendidikan lanjutan pertama; 

j. pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah; 

k. pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan lanjutan pertama; 

1. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang pendidikan lanjutan pertama; dan 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

--- -- - -  - 

Pendidikan Lanjutan Pertama. 
--- 



Kemudian pada Pasal 15 terdapat ketentuan yaitu sebagai berikut: 

(1) Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 terdiri dari: 

a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 

b. Seksi Kurikulum 

c. Seksi Bina Pendidik. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pendidikan Lanjutan Pertarna. 

Dalam ketentuan Pasal 1 6 ,  terdapat rincian tugas sebagai berikut : 

(1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, S arana, dan 

Prasarana pendidikan lanjutan pertama; 

b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan 

prasarana pendidikan lanjutan pertama; 

c. penyiapkan bahan danpelaksanaan kegiatan administrasi, sarana, dan 

prasarana pendidikan lanjutan pertama; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan 

administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama; 

- e. melaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan 
-- 

prasarana pendidikan lanjutan pertama; 



f. menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazah/ 

tanda tamautanda lulus, dan perbaikan ijazahltanda tamautanda lulus 

pendidikan lanjutan pertama; 

g. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, 

dan penghapusan pendidikan lanjutan pertama; 

h. mendistribusikan sarana pendidikan lanjutan pertama; 

i. menyiapkan bahan pendidikan dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan 

administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. 

(2)Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b 

mernpunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurilculum; 

b. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kurikulurn pendidikan 

lanjutan pertama; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kurikulum pendidikan 

lanjutan pertama; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kine~ja pelaksanaan 

kurikulum pendidikan lanjutan pertama; 

e. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender kurikulum 

- ~ - ~ - ~ -  -~ ~- ~~~. 
p~ - 

pendidikan lanjutan pertarna; 



f. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan lanjutan 

pertama; 

g. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengejar, dan 

evaluasi belajar pendidikan lanjutan pertama; 

h. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi 

belajar pendidikan lanjutan pertama; 

i. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku 

perpustakaan pendidikan lanjutan pertama; 

j. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar 

pendidikan lanjutan pertama; 

k. melaksanakan pengembangan kurikulurn; 

1. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan 

mutasi murid pendidikan lanjutan pertama; 

m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kurikulum pendidikan 

lanjutan pertarna; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Kurikulum . 

(3)Seksi Bina Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf 

c mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik; 

- - - - - - 

b. menyusun kebjjakan teknis pembinaan guru pendidikan lanjutan 
- 

pertama; 



c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru pendidikan 

lanjutan pertama; 

d. menyusun rencana kinerja dan kinerja pembinaan guru pendidikan 

lanjutan pertama; 

e. meningkatkan kualitas guru pendidikan lanjutan pertama; 

f. melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas pendidikan 

lanjutan pertarna; 

g. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru 

pendidikan lanjutan pertama; 

h. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah pendidikan 

lanjutan pertarna; 

i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasinal di bidang pembinaan guru 

pendidikan lanjutan pertama; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Pendidik. 

P Bidang Pendidikan Menengah 

Dalarn Pasal 17 ditetapkan bahwa: 

(1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan 

pernbinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan 

prasarana serta pendidik pendidikan lanjutan pertarna. 



(2) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Fungsi Bidang Pendidikan Menengah dalarnpasal 18 ditetapkan bahwa: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

13, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Menengah; 

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan admininstrasi 

pendidikan menengah; 

c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan 

administrasi pendidikan menengah: 

d. Pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan 

penghapusan pendidikan menengah; 

e. pembinaan administrasi pendidikan menengah; 

f. pembinaan kurikulum pendidikan menengah; 

g. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah; 

h. pembinaan organisasi kesiswaan pendidikan menengah; 

i. pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah; 

j. pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah; 

k. pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan menengah; 

1. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

- -- operasional di bidang pendidikan menengah; dan 



m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

Pendidikan Menengah. 

Kemudian pada Pasal 19 terdapat ketentuan sebagai berikut: 

(1) Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 17 terdiri dari: 

a. Seksi Bina Adrninistrasi, Sarana, dan Prasarana 

b. Seksi Kurikulum 

c. Seksi Bina Pendidik. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah. 

Dalam ketentuan Pasal20, dirinci tugas sebagai berikut: 

(1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud 

dalarn P asal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan 

Prasarana pendidikan menengah; 

b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan 

prasarana pendidikan menengah; 

c. penyiapkan bahan danpelaksanaan kegiatan adrninistrasi, sarana, dan 

prasarana pendidikan menengah; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan 

- - 
administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan rnenengah; 

-- 



e. melaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan 

prasarana pendidikan menengah; 

f. menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazah/ 

tanda tamautanda lulus, dan perbaikan ijazawtanda tamautanda lulus 

pendidikan menengah; 

g. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, 

dan penghapusan pendidikan menengah; 

h. mendistribusikan sarana pendidikan menengah; 

i. menyiapkan bahan pendidikan dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan 

administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan menengah; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. 

(2)Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum; 

b. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kurikulurn pendidikan 

menengah; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kurikulurn pendidikan 

menengah; 

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan 

- - -- 
kurikulum pendidikan menengah; 

-- 



e. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender kurikulum 

pendidikan menengah; 

f. menyusun dan mengernbangkan teknik evaluasi pendidikan 

menengah; 

g. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengejar, dan 

evaluasi belajar pendidikan menengah; 

h. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi 

belajar pendidikan menengah; 

i. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku 

perpustakaan pendidikan menengah; 

j. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar 

pendidikan menengah; 

k. melaksanakan pengembangan kurikulum; 

1. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan 

mutasi murid pendidikan menengah; 

m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kurikulum pendidikan 

menengah; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Kurikulum. 

(3)Seksi Bina Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf 

c mempunyai tugas: 

. . 
a. menyusun rencana kepatan Seksi Bina PerddA, 



b. menyusun kebijakan teknis pembinaan guru pendidikan menengah; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru pendidikan 

menengah; 

d. menyusun rencana kinerja dan kinerja pembinaan guru pendidikan 

menengah; 

e. meningkatkan kualitas guru pendidikan menengah; 

f. melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas pendidikan 

menengah, 

g. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru 

pendidikan menengah; 

h. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah pendidikan 

menengah; 

i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasinal di bidang pernbinaan guru 

pendidikan menengah; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Bina Pendidik. 

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat 

dilaksanakan oleh Kabupatenl Kota, ditetapkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. KabupatenKota tidak atau belum marnpu melaksanakan salah satu atau 

-- -- 

- - - - - - - - - -be -angan  clap& melaksanakan kewenangan tersebut 

melalui kerjasama antar KabupatedKota, kerjasarna antar 



Kabupatefiota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan 

tersebut kepada Propinsi; 

b. Pelaksanaan kewenangan melalui kejasama atau penyerahan suatu 

kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan 

Kepala Daerah KabupatenKota dengan persetujuan DPRD 

Kabupaten/Kota; 

c. BupatUFValikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan 

kewenangan kepada Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b 

kepada Gubernur dan Presden dengan tembusan kepada Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah. 

d. Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan 

Otonomi Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan 

kewenangan tersebut; 

e. Dalam ha1 Presiden tidak memberkan persetujuan, kewenangan 

tersebut harus dilaksanakan oleh KabupatenIKota; 

f. Apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan 

kewenangan tersebut diserahkan kepada Propinsi; 

g. Apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan 

tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap 

disetujui; 

h. Sebagai akibat dari penyerahan tesebut, Propinsi sebagai Daerah 

Otonom hams melaksanakan kewenangan dimaksud dengan 

pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbmgan it~umgzm 



antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

i. Apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana 

.. . 
dimaksud huruf h, maka propinsi menyerahkan kepada Pemerintah 

dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c 

sampai huruf h; dan 

j. Apabila KabupatedKota sudah menyatakan kernampuannya 

menangani kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib 

mengembalikannya kepada KabupatedKota tanpa persetujuan 

Presiden. 

UU No. 22 Tahun 1999 memperpendek jangkauan asas 

dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi. 

Pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat 

yang sangat kuat melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom dan 

Kepala Wilayah Administrate. Bupati dan Walikota adalah Kepala Daerah 

Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada kabupaten dan 

kota (dulu Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi. 

Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD Kabupated 

Kota tanpa melibatkan pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, Bupati~Walikota hams bertanggung jawab kepada dan 

bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu 

Pemerintah Pusat (Presiden) hanya diberi kekuasaan untuk 

- 
- - - - & e & h H e w n s  Rupa tdWd -- 'kota jika dianggap 

membahayakan integrasi nasional. 



UU No. 22 Tahun 1999 memberikan perubahan mendasar dalarn 

desain kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Desentralisasi kewenangan kepada pernerintah kabupaten dan kota 

dilakukan pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang 

yang sangat besar kepada Daerah untuk mengatur daerahnya sesuai 

dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut, 

sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih menjadi kewenangan 

pemerintah pusat. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat 

daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melak- 

sanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya 

dalarn bentuk peraturan daerah (Perda). 

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang 

memiliki wewenang atribut - lebih-lebih sebagai subyek hukurn - 

berwenang mernbuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rwnah 

tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat 

administrasi negara) dan DPRD sebagai pernegang fungsi legislatif di 

daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislatif DPRD. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, wewenang DPRD membentuk 

Perda dilakukan bersarna gubernur, bupati, dan walikota (joint authority). 

Bahkan dalarn Pasal 69 masih tergambar dominasi eksekutif daiarn 

pembentukan Perda dengan menyebutkan: "Kepala Daerah menetapkan 

Perda atas persetujuan DPRD". Rumusan ini sejalan dengan ketentuan 
- 

--b 



kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR". 

Ketentuan ini telah diaturkernbali dalarn Perubahan Pertama UUD1945. 

Menurut ketentuan konstitusional yang baru (Pasal 5 ayat (I)), Presiden 

hanya berhak mengajukan Rancangan UU. Dan di bagian lain dari 

Perubahan Pertama UUD 1945 menyebutkan: "DPR memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang". Mengikuti perubahan 

konstitusional yang baru, maka semestinya ada perubahan pula dalam 

wewenang membuat Perda. DPRD yang mempunyai kekuasaan 

membentuk Perda. Kepala daerah hanya mempunyai hak inisiatif 

mengajukan Rancangan Perda dan mengesahkannya setelah disetujui 

DPRD. 

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa 

Perda mengatur urusan rurnah tangga di bidang otonomi dan urusan 

rurnah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda 

dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

yang tidak diatur oleh pusat (UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 7). Di bidang 

tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan 

pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas 

pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan 

pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas 

pernbantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan 

- - - - pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Khusus untuk 
-- 

kabupaten dan kota, UU No. 22 .rahun i 9 9 ~ n  



bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan. Bidang-bidang 

itu adalah: Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, 

lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga ke ja. 

Namun kewenangan wajib tersebut yang selama ini dijalankan secara 

sektoral, masih diatur dengan berbagai perundang-undangan yang tidak secara 

otomatis batal karena kehadiran UU No. 22 Tahun 1999. UU kewenangan 

sektoral tersebut harus dicabut, diperbaki atau diganti dengan UU yang 

sejenis, bukan dengan UU tentang pernerintahan daerah saja. Dicontohkan 

pengaturan untuk pendidikan dasar dan menengah mengenai pendidikan 

anak berkebutuhan khusus atau SLB untuk Kabupaten Gunungkidul 

tahun 2004 masih ditangani langsung oleh Dispora Propinsi DIY. 

Dikarenakan pembiayaan SLB sangat mahal dan Kabupaten Gunungkidul 

masih terbatas APBD. Pada tahun 2009 SLB mulai dikelola oleh 

Kabupaten Gunungkidul dengan bantuan Dispora Propinsi DIY dalam 

bentuk sering pembiayaan. Juga pendidikan jabatan bagi PNS yaitu 

prajabatan, adum, adumla sepama masih kerja sama dengan Badan 

Deklat Propinsi (Sering). 

3. Kebijakan Anggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada 

APBD Tahun 2004-2009 

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas 

- -  - -- . . 
-pe-Pc"'"-m-wmdidikan sangat mutlak 

dibutuhkan di Kabupaten Gunungludul. Anggaran pendidikan adalah 



cermin paling konkret dari komitmen pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban dalam menjarnin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti 

pemenuhan hak pendidikan. 

Dengan direalisasilannya UU no. 20 tahun 2003, yang pada pasal 

29 menyebutkan: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) pada sektor pendidikan dan 

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dan dengan di Undangkannya UU no. 19 tahun 2005 tentang standar 

pendidikan Nasional adalah realisasi kewajiban terhadap tindakan yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk Pernerintah Kabupaten 

Gunungkidul yang mengalokasikan APBD hingga di atas 20 % dari total 

APBD Kabupaten Gunungkidul. Dalam APBD Kabupaten Gunungludul 

tahun anggaran 2006-2009 sumber Pendapatan Asli Daerah tertinggi jika 

diambil 5 (lima) besar berturut-turut adalah retribusi kesehatan, retribusi 

jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, pajak penerangan jalan 

umum, retribusi pasar dan retribusi jasa usaha tempat rekreasi (pariwisata 

pantai) dan olahraga. Dari tahun 2006 sampai 2009 anggaran APBD 

Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya meningkat, seperti yang terlihat 

pada Tabel 3. 



Tabel 3. Anggaran APBD Kabupaten Gunungludul Tahun 2006-2009 

I , 
4 1 2009 1 753.967.881.515,83 1 400.377.875.809,83 1 78.459.374.850 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 

No 

1 

Pada Tabel 3 juga terlihat bahwa anggaran untuk pendidikan 

pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun 2007, dan 

pada tahun 2009 APBD untuk anggaran pendidikan naik sebesar Rp. 

400.377.875.809,83 Dari adanya anggaran tersebut kemudian berimplikasi 

kepada kewajiban pemerataan pendidikan bermutu, sesuai dengan standar 

pendidikan nasional, menyeluruh dan bisa dinikrnati pada semua level 

pendidikan dan semua ternpat belajar. Tidak hanya di kota, tetapi juga di 

setiap pelosok desa-desa di Kabupaten Gunungkidul. Anggaran pendidikan 

20 % adalah sarana pengembang ke arah tercapainya pendidikan yang 

lebih bermutu, tentunya dengan melakukan pembenahan pada sernua aspek 

pendidikan yang belum terpenuhi, seperti sarana dan prasarana yang belum 

Tahun 
Anggaran 

2006 

ada di sekolah-sekolah , dan sebagainya. 

B. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004-2009 

Total APBD 

543.824.565.98 1 

Pernerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan pilar-pilar 

- -- .. . 
- -- kebij man y a f l r & - - ~ e n d i d i k a n  

yaitu: pilar kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pilar 

Dinas Pendidikan 

Gaji+Non Gaji 
167.364.924.355 

Non Gaji 7 
34.133.135.500 



kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pilar 

kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Untuk mencapai 

keberhasilan program ini perlu adanya team work yang kuat baik yang berasal 

dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, maupun sumber daya pendukung 

lainnya. Kebijakan pemenuhan persyaratan minimal kompetensi terhadap 

seluruh pemangku kepentingan pendidikan yang dilakukan secara 

menyeluruh akan mendukung keberhasilan pencapaian program yang telah 

ditetapkan. 

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dalam Pemenuhan 

Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunungkidul 

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam 

meningkatkan kualitas manusia, oleh karena itu pembangunan pendidikan 

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan 

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Kemajuan 

pendidikan di Kabupaten Gunungkidul cukup menggembirakan 

pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan pendidikan, yang dapat dilihat 

makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan 

jenjang pendidikan termasuk pendidikan dasar dan menengah. Dengan 

dilaksanakannya program-program pembangunan di bidang pendidikan, 

yang salah satunya mempertahankan angka partisipasi yang lebih tinggi di 

semua jenjang dan jenis sekolah serta mewujudkan sarana dan prasarana 
-- --- 

- . . 
* I a n  teiah dapattmenJm-gkau 

semua desa, daerah dengan penduduk miskinpun telah dibangun sekolah- 
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sekolah. Untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten 

Gunungludul dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tingkat 

partisipasi sekolah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

seiring dengan diterapkannya Program BOS dari APBN yang didukung 

juga oleh dana APBD. Selain itu prestasi yang membanggakan dalarn 

bidang pendidikan di Kabupaten Gunungludul adalah dengan diterimanya 

penghargaan Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan Pernerintah 

Kabupaten Gunungkidul dalam mengentaskan masyarakat dari buta aksara 

pada tahun 2009. 

Pelaksanaan pendidikan baik TK PAUD, TK, SD, SMP, SMU, 

SMK, SLB dan PT, Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah mengurusinya 

bekerja sarna dengan stikhorder yang bergerak di bidang pendidikan 

seperti Departemen Agama, Pendidikan TPA, ABA, PAUD, SDINIIN, 

MTS, MAN, Ponpes (Pondok Pesantren), IAIN, jadi dari TK sld S3. 

Yayasan swasta yang ada di Gunungkidul dalam bidang pendidikan antara 

lain Yayasan Muhamrnadiyah, NY, Kanisius, Bakri, Taman Siswa, 

Pendidikan Balai Latihan Kerja dengan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dan Yayasan Pobayo sebagai kusus-kursus stir, komputer, 

las dan tata boga, busana. Ada pendidikan untuk setingkat perguruan tinggi 

Universitas Gunungkidul, setiti Sekolah Tinggi Agama Islam dari yayasan 

daerah dan yayasan keagamaan. Serta ada vilial atau sekolah extention dari 

Universitas Islam Indonesia jurusan syariah dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, serta aaanya S h i v  



terobosan baru yang memiliki panjang pantai 70 km dan tempat 

pendaratan ikan ada 8 titik (TPI). 

Dalam lima tahun terakhir, Pendidikan Anak Usia Dini atau 

PAUD di Kabupaten Gunungludul maju pesat. Saat ini telah berkembang 

378 PAUD dengan 1542 guru PAUD di seluruh wilayah Kabupaten 

Gunungludul. Tapi pesatnya pertumbuhan dan minat masyarakat terhadap 

PAUD ini belum diimbangi dengan pemberian kesejahteraan yang layak 

bagi guru dan fasilitator PAUD. Hanya sekitar 30 persen dari guru tersebut 

yang sudah memperoleh insentif dari pemerintah. Sebanyak 306 guru 

memperoleh insentif Rp 1,2 juta per tahun dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sedangkan 100 guru mendapat insentif dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungludul sebesar Rp 

600.000 per tahun. Gunungludul memiliki lebih dari 2.000 orang guru, 

separuh pegawai negeri, separuh swasta dan guru honorer. Khusus untuk 

guru swasta dan honorer, gaji mereka berada di bawah Rp 350.000. Gaji 

sebesar ini jauh di bawah upah minimum Provinsi DIY yang mencapai Rp 

800.000. Selain gaji yang rendah, guru honorer belum mendapat jaminan 

kesehatan yang memadai. 

Untuk jurnlah SD di Gunungkidul dipandang sudah merata dan 

memadai tetapi ada yang digabung 2 (dua) SD atau lebih dijadikan satu 

karena program KB (Keluarga Berencana) berhasil sehingga ada beberapa 

- -  - - sekolah di Kabupaten Gunungkidul kekurangan murid. Berdasarkan data 
- -- 

yang ada pada tahun 2008/2009, jumlah SU dan lvil sebanyaic 563 s m ,  



siswa baru tingkat I sebanyak 9.978 siswa seluruhnya sebanyak 63.643 

siswa, dan lulus sebanyak 10.814. Untuk menampung sejumlah siswa 

tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 3.834 dengan rincian 2.449 

memiliki kondisi baik, 857 kondisi rusak ringan, 528 kondisi rusak berat 

dengan jurnlah kelas 3.555. Guru yang mengajar di SDMI sebanyak 5.782 

orang, sebanyak 4.520 (78,17%) layak mengajar, 740 orang semilayak 

mengajar (12,80%), dan 522 orang tidak layak mengajar (9,03%). Untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas 

perpustakaan sebanyak 224 ruangan. Pada tabel 3 dapat terlihat bahwa 

jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, ha1 ini terlihat 

disemua data yang ada. Jurnlah SD sebanyak 489 sekolah, dengan siswa 

sebanyak 58.132 orang siswa, dan ruang kelas sebanyak 3.389 ruangan. 

Selain itu terdapat pula perpustakaan sebanyak 205 ruangan, lapangan 

olahraga tidak ada sama sekali (untuk lapangan olahraga yang dimaksud 

adalah lapangan olahraga sepak bola dengan standar. sedangkan ada 

beberapa sekolah yang mempunyai lapangan olahraga seperti bola volli, 

bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya). Bila dilihat menurut status 

sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan 

dengan MI. Sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri lebih kecil dari 

swasta yaitu MI negeri ada 11, MI swasta ada 63. 




































































































